v

BADAN POM

TAHUN 2023

LAPORAN
KINERJA

Deputi Bidang Pengawasan Obat,
Narkotlka Psikotropika,
Prekursor dan Zat Adiktif

.‘: =i Instagtram:

ey @obat.bpom



KATA PENGANTAR

Pyji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan
Yang Maha Esa, karena atas segala karunia dan
rahmat-Nya, sehingga Laporan Kinerja Deputi
Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,
Prekursor dan Zat Adiktif tahun 20238 ini telah
selesai disusun. Laporan Kinerja ini merupakan
suatu bentuk komitmen dalam mewujudkan
akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan
kinerja. Laporan ini menguraikan rencana kinerja
yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, dan
realisasi anggaran.

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,
Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif melaporkan
kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja,
sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada
tahun 2023, sesuai yang tertuang dalam Rencana
Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 dan Perjanjian
Kinerja tahun 2023. Pengukuran pencapaian kinerja
dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja
output dan outcome yang telah ditetapkan.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi
mengenai kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat,
Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif
Tahun 2023 dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini
dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban
dan menjadi masukkan sekaligus umpan balik dalam
rangka meningkatkan kinerja diantaranya melalui
inovasi, serta peningkatan kualitas pelayanan dan
efektivitas pengawasan BPOM, khususnya di
Kedeputian Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,
Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif pada masa
mendatang.

Jakarta, 27 Februari 2024
Plt. Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka perwujudan akuntabilitas kinerja sebagaimana diamanatkan
dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,
Prekursor dan Zat Adiktif (ONPPZA) memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan
Kinerja. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Deputi
Bidang Pengawasan ONPPZA kepada pemerintah, pemangku kepentingan
(stakeholders) dan masyarakat. Selain itu, laporan ini juga disusun sebagai sarana
evaluasi atas pencapaian kinerja Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA tahun 2023 dan
upaya untuk memperbaiki kinerja Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA di masa

mendatang.

Sesuai Rencana Strategis 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang
Pengawasan ONPPZA tahun 2023, terdapat 10 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS), yaitu:
1) Terwujudnya obat yang aman dan bermutu; 2) Meningkatnya kepuasan pelaku
usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat, serta kepatuhan
industri produk tembakau; 3) Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat
terhadap kinerja pengawasan obat; 4) Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan
obat; 5) Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat;
6) Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan obat; 7) Terwujudnya
tata kelola pemerintah yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat,
NPPZA; 8) Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA yang optimal;
9) Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat; 10) Terkelolanya
keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA. Pencapaian ke-10 Sasaran
Strategis tersebut diukur dengan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pada tahun 2023, hasil pengukuran pencapaian terhadap ke-10 Sasaran Strategis
dengan 21 IKU tersebut, Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA berhasil

memperoleh capaian sebagai berikut:

1. Empatbelas (14) IKU dengan kategori SANGAT BAIK (100%<x120%)
2. Satu (1) IKU dengan kategori BAIK (=100%)
3. Enam (6) IKU dengan kategori CUKUP (70%x<100%)




Secara umum, nilai capaian sasaran strategis (NPSS) Deputi Bidang Pengawasan
ONPPZA tahun 2023 telah mencapai predikat ISTIMEWA (>100). Sehingga dapat
disimpulkan bahwa kinerja Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA tahun 2023 telah

sesuai target yang ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan target kinerja, Deputi Bidang Pengawasan Obat,
NPPZA didukung dengan alokasi anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan
yang diperlukan kaitannya dengan pencapaian hasil (outcome) dan keluaran (output)
yang terukur selama tahun anggaran 2023. Adapun pagu anggaran Deputi Bidang
Pengawasan ONPPZA tahun 2023 adalah sebesar Rp 62,225,899,000 hingga akhir
tahun 2023, telah direalisasikan sebesar Rp 62,217,995,433 atau sebesar 99,99 %
dari total pagu anggaran (termasuk Hibah dari WHO). Dengan demikian, diperoleh
tingkat efisiensi anggaran 0.0776.

Berbagai tantangan tentunya mengiringi langkah Deputi Bidang ONPPZA dalam
menjalan tugas dan fungsinya. Tidak jarang muncul kendala yang harus dihadapi dan
menuntut ketekunan dan kerja keras. Adapun beberapa kendala yang dialami dalam

mencapai target yang disusun tersebut diantaranya:

1. Sampling dan pengujian oleh UPT BPOM belum sepenuhnya sesuai dengan
Pedoman Sampling dan Pengujian Obat serta kesiapan pelaksanaan regionalisasi
laboratorium

2. Optimalisasi kesiapan, pemeliharaan dan pengembangan aplikasi serta
sosialisasinya kepada masyarakat

3. Kebutuhan SDM pengawas obat yang tidak sebanding dengan beban kerja dan
cakupan pengawasan serta peningkatan kompetensi pegawai yang masih
terkendala kuota pegawai yang dapat mengikuti training khusus

4. Optimalisasi sosialisasi dan bimbingan kepada stakeholder dan masyarakat

5. Perubahan tools yang digunakan untuk melakukan penilaian indeks kualitas
kebijakan yang ditetapkan oleh LAN sehingga diperlukan strategi perencanaan
yang tepat serta Timeline pengukuran IKK tidak sesuai jadwal

6. Pengembangan obat masih perlu terus diberikan dukungan melalui
pembentukan ekosistem pengembangan obat di Indonesia

7. Data kendala dan tindak lanjut kinerja belum dapat tergali secara optimal.
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8. Adanya kegiatan insidental harus menunggu revisi POK/DIPA

Sebagai langkah antisipatif terhadap kendala tersebut atau kendala lain yang mungkin
muncul dan berisiko terhadap ketidaktercapaian sasaran strategis di masa mendatang,

maka terdapat beberapa perbaikan yang perlu dilakukan diantaranya:

Berikut ini adalah beberapa rekomendasi perbaikan perencanaan/penganggaran yang

berhasil diidentifikasi, diantaranya:

1. Membuat POA di awal tahun dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana.

2. Monitoring pelaporan capaian program dan kinerja dilakukan secara berkala, baik
pada level Unit maupun Satker.

3. Perlu dilakukan kolaborasi dan kerja sama dalam penganggaran dan pelaksanaan
kegiatan prioritas diluar perencanaan serta memastikan akuntabilitas kegiatan
tersebut.

4. Menginventarisasi kegiatan yang tidak direncanakan tahun sebelumnya untuk
masuk ke dalam perencanaan tahun berikutnya melalui koordinasi dengan Biro
Perencanaan dan Keuangan.

5. Komitmen dari tim tokoh masyarakat untuk membuat POA di awal tahun sehingga
kegiatan KIE dapat dilaksanakan sesuai rencana

6. Permintaan penambahan anggaran untuk pelaksanaan tupoksi sesuai dengan
target yang dilaksanakan

7. Pencatatan dana hibah (pengesahan pendapatan, pengesahan belanja) dan

monitoring penyelesaian dana Hibah dilaksanakan tepat waktu

Selain itu, komitmen dan tanggung jawab seluruh pihak diperlukan untuk mendukung

kinerja Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA yang lebih baik lagi di masa mendatang.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun
2020-2024, bahwa fokus dari pembangunan adalah mewujudkan masyarakat
Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan
di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang
kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh
sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pengawasan Obat
merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional bidang kesehatan,
dan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia
Indonesia yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan

nasional.

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat
Adiktif yang selanjutnya disebut dengan Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA
mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di
bidang pengawasan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat
adiktif demi terciptanya Obat yang aman, bermutu dan berkhasiat guna
meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia sesuai dengan rencana

pembangunan nasional tersebut.

Seiring dengan dinamika lingkungan strategis (nasional maupun global) dan
semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia, maka pada tahun
2023 ini semakin berkembang pula tantangan yang harus dihadapi Deputi Bidang
Pengawasan Obat, NPPZA dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Isu kesehatan
terkait dengan perlunya peningkatan pengawasan kualitas obat dalam rangka
mengawal Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),
agenda Sustainable Development Goals (SDGs), serta perubahan iklim dunia.
Beberapa tantangan lain diantaranya: 1) Pengawasan pre-post market secara
daring; 2) Penguatan dalam penindakan terhadap pelanggaran dalam pengawasan
Obat; 3) Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan

terkait. Intensifikasi dalam pencegahan antara lain dilakukan melalui peningkatan
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kapasitas pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam memproduksi
dan mendistribusikan Obat, serta masyarakat sebagai konsumen juga akan
dikedepankan untuk mengurangi risiko yang akan terjadi; 4) Pengawalan riset dan
pengembangan obat serta kemandirian produksi dalam negeri; 5) Peningkatan
kualitas layanan publik; 6) Pengendalian resistensi antimikroba; 7) Rantai Suplai
Obat dan Bahan Obat serta peredaran obat Sub Standard, Falsified dan illegal; 8)
Edukasi publik terkait obat yang efektif dan efisien; 9) Penyalahgunaan obat-obat

tertentu; 9) Pengendalian Produk tembakau; 10) Belum memadainya sumber daya.

Kapasitas Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA sebagai Unit Eselon I
BPOM dalam bidang pengawasan obat masih perlu terus dilakukan penataan,
penguatan kelembagaan dan dukungan regulasi. Penguatan peraturan mutlak
dibutuhkan untuk mendukung kinerja pre dan post market. Dalam hal penguatan
kelembagaan terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran,
tugas pokok dan fungsinya agar pencapaian kinerja semakin membaik untuk dapat
memastikan berjalannya proses pengawasan obat yang lebih ketat dalam menjaga
keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat, yang pada akhirnya diharapkan dapat
memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan kesehatan masyarakat.
Untuk memperkuat peran dan kewenangan tersebut, Deputi Bidang Pengawasan
Obat NPPZA senantiasa melakukan perbaikan berkesinambungan (Continuous
Improvement) melalui penguatan regulasi, percepatan pelayanan publik dan

peningkatan efektivitas pengawasan.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

BPOM dibentuk untuk menjalankan fungsi Sistem Pengawasan Obat dan
Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah
dan mengawasi peredaran obat dan makanan serta melindungi keamanan,
keselamatan dan kesehatan masyarakat di Indonesia. Sesuai dengan Visi Badan
Pengawas Obat dan Makanan yaitu obat dan makanan aman, bermutu, dan
berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan
berkepribadian berlandaskan gotong royong, maka diperlukan peningkatan
efektivitas pengawasan obat dan makanan yang didukung oleh penguatan

kelembagaan. Oleh karena itu, untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden




Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Instruksi
Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat
dan Makanan, maka dibentuk struktur organisasi Badan Pengawas Obat dan
Makanan yang disahkan dengan dikeluarkannya Peraturan Badan Pengawas Obat
dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan
Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan Peraturan BPOM tersebut,
Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat
Adiktif yang selanjutnya disebut dengan Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA
mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di
bidang pengawasan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat

adiktif.

Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA dalam menyelenggarakan tugas dan
fungsinya dituntut untuk melaksanakannya secara transparan, akuntabel, efektif,
dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu asas umum
penyelenggaraan good governance adalah asas yang menentukan bahwa setiap
kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk
penyusunan Laporan Kinerja.

Selain untuk memenubhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja
merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan
Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2022 dalam rangka

melaksanakan misi dan mencapai visi Badan POM dan sekaligus. Laporan Kinerja




digunakan untuk asesmen dan perbaikan kinerja. Selain untuk memenuhi prinsip

akuntabilitas.

1.2. Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Deputi Bidang Pengawasan
Obat, NPPZA memiliki tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pengawasan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika,
prekursor, dan zat adiktif. Sedangkan fungsi Deputi Bidang Pengawasan Obat,
NPPZA adalah melakukan:

1. Penyusunan kebijakan di bidang Pengawasan sebelum beredar dan
Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, dan
pengawasan produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika,
psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan
Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, dan
pengawasan produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika,
psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;

3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan
Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi,
registrasi, dan pengawasan produksi dan distribusi obat, bahan obat,
narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;

4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka Pengawasan
Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi,
registrasi, dan pengawasan produksi dan distribusi obat, bahan obat,
narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengawasan Sebelum Beredar
dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, dan
pengawasan produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika,
psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; dan

6. Pelaksanaan fungsilain yang diberikan oleh Kepala Badan.




Dilihat dari fungsi Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA secara garis besar,

terdapat 3 (tiga) inti kegiatan atau pilar unit Eselon I Deputi Bidang Pengawasan

Obat dan NPPZA:

1. Pengawasan Obat sebelum beredar di masyarakat (pre-market) yang

mencakup perkuatan regulasi, peningkatan registrasi/penilaian, dan
peningkatan inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;

Pengawasan Obat selama beredar di masyarakat (post-market) yang
mencakup pengawasan produk yang meliputi pengambilan sampel dan
pengujian, pengawasan sarana mulai dari pemeriksaan sarana produksi,
sarana distribusi dan sarana pelayanan obat di seluruh Indonesia serta
pengawasan penandaan serta pelaksanaan farmakovigilans; dan
Pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)
termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing
produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas
sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan

dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat.

1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA terdiri dari 5 (lima)

Direktorat yaitu:

DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria,
pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
standardisasi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif.

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang standardisasi keamanan, khasiat, mutu, informasi
produk, produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat
adiktif;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi keamanan, khasiat, mutu, informasi
produk, produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat
adiktif;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi keamanan,
khasiat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika,
prekursor, dan zat adiktif;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi keamanan, khasiat, mutu,
informasi produk, produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan
zat adiktif;

e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi keamanan, khasiat,
mutu, informasi produk, produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika,
prekursor, dan zat adiktif, dan

f. pelaksanaan urusan tata operasional direktorat

Gambar 1. 1 Tugas dan Fungsi Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika,
Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif




DIREKTORAT REGISTRASI OBAT

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma standar, prosedur, kriteria,
pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
registrasi obat.

. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang registrasi obat baru, produk biologi dan obat generik,
penilaian uji klinik dan penilaian obat pemasukan jalur khusus;

. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi obat baru, produk biologi dan obat generik,
penilaian uji klinik dan penilaian obat pemasukan jalur khusus;

. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi obat baru,
produk biologi dan obat generik, penilaian uji klinik dan penilaian obat pemasukan jalur khusus;

. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi obat baru, produk biologi dan obat
generik, penilaian uji klinik dan penilaian obat pemasukan jalur khusus;

. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang registrasi obat baru, produk biologi
dan obat generik, penilaian uji klinik dan penilaian obat pemasukan jalur khusus; dan

. pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

Gambar 1. 2 Tugas dan Fungsi Direktorat Registrasi Obat

DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur, kriteria,
pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
pengawasan produksi obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor.

. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan produksi obat, bahan obat, narkotika,
psikotropika, prekursor, produk biologi, dan pengawasan fasilitas khusus;

. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan produksi obat, bahan obat, narkotika,
psikotropika, prekursor, produk biologi, dan pengawasan fasilitas khusus;

. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan produksi obat,
bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, produk biologi, dan pengawasan fasilitas khusus;

. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan produksi obat, bahan obat,
narkotika, psikotropika, prekursor, produk biologi, dan pengawasan fasilitas khusus;

. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan produksi obat, bahan
obat, narkotika, psikotropika, prekursor, produk biologi, dan pengawasan fasilitas khusus; dan

. pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

Gambar 1. 3 Tugas dan Fungsi Direktorat Pengawasan Produksi Obat,

Narkotika, Psikotropika dan Prekursor




DIREKTORAT PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,

—wm @ Z2cCc

DAN PREKURSOR

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria,
pelaksanaa bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
pengawasan distribusi dan pelayana obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor.

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan distribusi dan pelayanan obat, bahan obat,
narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat pemasukan jalur khusus;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan distribusi dan pelayanan obat, bahan
obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat pemasukan jalur khusus;

¢. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan distribusi dan
pelayanan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat pemasukan jalur khusus;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan distribusi dan pelayanan obat,
bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat pemasukan jalur khusus;

e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan distribusi dan pelayanan
obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat pemasukan jalur khusus; dan

f. pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

Gambar 1. 4 Tugas dan Fungsi Direktorat Pengawasan Distribusi dan

Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor

DIREKTORAT PENGAWASAN KEAMANAN, MUTU, DAN EKSPOR IMPOR OBAT, NARKOTIKA,

PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur, kriteria,
pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
pengawasan keamanan, mutu, dan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat

adiktif.

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan keamanan, mutu, informasi produk, ekspor

dan impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor, serta pengawasan informasi produk zat
adiktif;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keamanan, mutu, informasi produk,

ekspor dan impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor, serta pengawasan informasi produk
zat adiktif;

penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan keamanan,
mutu, informasi produk, ekspor dan impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor, serta
pengawasan informasi produk zat adiktif;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan keamanan, mutu, informasi

produk, ekspor dan impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor, serta pengawasan informasi
produk zat adiktif;

e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan keamanan, mutu,

informasi produk, ekspor dan impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor, serta pengawasan
informasi produk zat adiktif; dan
pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

Gambar 1. 5 Tugas dan Fungsi Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu
dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat
Adiktif




DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,

PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF
(DEPUTI 1)

DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT
STANDARDISASI REGISTRASI OBAT PENGAWASAN PENGAWASAN PENGAWASAN
OBAT, NARKOTIKA, PRODUKSI OBAT, DISTRIBUSI DAN KEAMANAN, MUTU,

PSIKOTROPIKA, NARKOTIKA, PELAYANAN OBAT, DAN EKSPOR IMPOR
PREKURSOR, DAN ZAT PSIKOTROPIKA, DAN NARKOTIKA, OBAT, NARKOTIKA,
ADIKTIF PREKURSOR PSIKOTROPIKA, DAN PSIKOTROPIKA,
PREKURSOR PREKURSOR, DAN ZAT
ADIKTIF
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Gambar 1. 6 Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengawasan Obat,

NPPZA

1.4 Profil SDM Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA

Berdasarkan Generasi Berdasarkan Jenis Kelamin
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Gambar 1. 7 Profil SDM Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA



Mayoritas pegawai Deputi 1 berjenis kelamin perempuan (78,34%), berpendidikan
profesi (45,84%) dan merupakan generasi milenial (73,55%). Tahun 2023 jumlah
SDM Deputi 1 sebanyak 397 orang yang terdiri dari 303 orang PNS, 32 orang PPPK
dan 62 PPNPN. Jumlah ini masih jauh di bawah beban kerja yang menjadi tanggung

jawab Kedeputian I.

KEBUTUHAN SDM DALAM RANGKA ANTISIPASI PENGETATAN PENGAWASAN
OBAT

1. Fungsi penyusunan NSPK memiliki gap jumlah SDM sebanyak 103 orang
dengan sesuai kebutuhan organisasi Direktorat Standardisasi Obat NPPZA
yang menjadi  koordinator (think tank) wuntuk penyusunan
regulasi/standar/pedoman di lingkungan kedeputian I, koordinator kegiatan
strategis kedeputian termasuk akuntabilitas kedeputian I dan penambahan
indikator indeks pelayanan publik mulai tahun 2024

2. Fungsipengawasan pre market memiliki gap jumlah SDM sebanyak 106 orang
dengan justifikasi sesuai dengan analisis beban kerja kondisi eksisting belum
memadai untuk dapat menyelesaikan jumlah berkas yang masuk setiap tahun.
Dengan pertimbangan perketatan evaluasi premarket akibat dari KTD GGA

pada sirup obat maka kebutuhan evaluator menjadi lebih meningkat

Fungsi pengawasan produksi memiliki gap jumlah SDM sebanyak 43 orang dengan

justifikasi penambahan SDM yaitu

Melakukan reviu dan tindak lanjut hasil pengawasan pre dan post market secara

komprehensif untuk setiap industry

1. Peningkatan pengawasan fasilitas produksi berdasarkan tingkat kesulitan di
setiap tahunnya

2. Pengawasan dalam rangka Penambahan fasilitas untuk pengembangan obat
baru

3. Fungsi pengawasan distribusi memiliki gap jumlah SDM sebanyak 48 orang
dengan justifikasi yait

4. Sesuai dengan Analisis Beban Kerja kondisi eksisting belum memadai dalam

pengawasan sarana distribusi dan sarana pelayanan dalam peningkatan




frekuensi pengawasan sarana distribusi dan sarana pelayanan berdasarkan
tingkat kesulitan di setiap tahunnya

5. Penanganan kasus di bidang distribusi obat

6. Penambahan jumlah fasilitas ditribusi dan fasilitas pelayanan kefarmasian

termasuk PSEF

Fungsi pengawasan keamanan (farmakovigilans) memiliki gap jumlah SDM sebanyak

72 orang dengan justifikasi yaitu

1. Peningkatan frekuensi pengawasan (sebagai bagian dari inspeksi sarana
produksi) minimal 1 kali inspeksi per industri per tahun

2. Peningkatan evaluasi pelaporan farmakovigilans
Catatan: Saat ini perencanaan inspeksi PV dan evaluasi laporan PV oleh pusat

UPT yang di wilayahnya ada IF atau Pihak yang ditunjuk oleh IF untuk melakukan PV.
UPT terkait ikut dalam inspeksi PV

Fungsi pengawasan mutu memiliki gap jumlah SDM sebanyak 27 orang dengan

justifikasi yaitu

1. Penyusunan perencanaan sampling berbasis risiko dalam rangka pengetatan
pengawasan mutu obat beredar, intensifikasi monitoring evaluasi terhadap
implementasi sampling yang dilakukan UPT, serta intensifikasi surveilans
mutu obat beredar (sampling kasus oleh Ditwas KMEI ONPPZA).

2. Intensifikasi tindak lanjut laporan obat tidak memenuhi syarat, termasuk
CAPA dari Industri Farmasi, laporan voluntary recall, publikasi recall, evaluasi

laporan monitoring cemaran (misal nitrosamin), dan hal terkait lain.

Fungsi pengawasan ekspor impor memiliki gap jumlah SDM sebanyak 25 orang

dengan justifikasi yaitu

1. Pengawasan SKI Post Border

2. Peningkatan pemeriksaan onsite dalam rangka Verifikasi kesesuaian impor
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1.5 Isu Strategis

Dalam mewujudkan obat dan makanan aman, terdapat beberapa isu strategis atau

tantangan yang dihadapi saat ini yaitu:

1.5.1 Universal Health Coverage/Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diluncurkan Pemerintah pada
Januari 2014. Program ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian jaminan
kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar dapat hidup
sehat, produktif, dan sejahtera. JKN menjamin pelayanan kesehatan
perseorangan termasuk obat sehingga kebutuhan (demand) obat semakin
meningkat.  Salah satu tantangan dalam era JKN adalah penjaminan
ketersediaan obat, umumnya obat generik, yang aman, bermutu, berkhasiat,
dan terjangkau. Di sisi lain, mayoritas bahan baku obat di Indonesia masih
tergantung impor. Kita harus berupaya lebih keras untuk dapat mewujudkan
kemandirian bahan baku obat dan produksi obat dalam rangka mendukung
JKN. Jumlah peserta JKN akan terus meningkat. Per 1 September 2023 peserta
JKN telah mencapai 262,74 juta orang.

1.5.2. Peredaran Obat secara Online/daring (teknologi, digitalisasi, medsos dan

internet)
Saat ini kita telah memasuki era Revolusi industri keempat yang menyatukan
ilmu fisika, digital dan biologi. Kita menyaksikan otomatisasi dan konektivitas
berbagai bidang. Inovasi dapat dikembangkan dan disebarkan lebih cepat dari
sebelumnya. Salah satu bidang yang paling banyak terdampak adalah bidang
kesehatan dan bioteknologi. Revolusi industri ke-4 memberikan peluang
pengembangan obat-obat baru. Di sisi lain, revolusi industri ke-4 juga
berpotensi meningkatkan risiko kejahatan siber obat dan makanan.
Penindakan BPOM atas pelanggaran di beberapa wilayah menunjukkan modus

kejahatan telah merambah jalur distribusi produk secara online.

1.5. 3. Kepatuhan Pelaku Usaha (IF, PBF, Fasyanfar)

Kepatuhan para pelaku usaha masih memerlukan pembinaan dan kontrol, serta
kemampuan para pelaku usaha dalam memenuhi standar keamanan dan mutu

masih fluktuatif. Dibutuhkan upaya mandiri dari para pelaku usaha untuk
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mengelola risiko pada proses produksi dan distribusi dalam rangka penyediaan
dan penjaminan kualitas/mutu dan keamanan Obat sehingga mampu

memenuhi kebutuhan nasional dan global.

1.5. 4. Riset dan Pengembangan Obat serta kemandirian produksi dalam negeri

Dibutuhkan perpaduan regulasi yang komprehensif untuk menjamin kualitas,
khasiat dan keamanan obat dan mengatasi hambatan dalam pengembangan
produk obat baru yang efisien. Keterlibatan para ilmuwan baik ditingkat
nasional, regional dan global dalam peningkatan ilmu pengetahuan untuk
memperkuat fondasi ilmiah yang penting untuk mengembangkan regulasi dan

standardisasi yang mendukung pengembangan obat

Koordinasi pentahelix dalam pengembangan obat baru perlu diperkuat. Proses
transfer teknologi dalam pengembangan obat diperlukan kesiapan fasilitas dan

SDM dalam negeri.

1.5. 5. Pelayanan Publik yang Prima

Tantangan dalam digitalisasi pelayanan publik untuk kemudahan akses dan

simplifikasi pelayanan untuk memberikan pelayanan publik yang prima

1.5. 6. Pengendalian Resistensi Antimikroba

Salah satu peran Badan POM dalam upaya pengendalian resistensi antimikroba
adalah pengawasan di fasilitas pelayanan kefarmasian. Pengawasan di fasilitas
pelayanan kefarmasian merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Badan
POM. Dari hasil pengawasan tersebut masih ditemukan adanya penjualan
antimikroba tanpa resep dokter di fasilitas pelayanan kefarmasian.
Berdasarkan kajian Pusat Riset BPOM, masih terdapat Antimikroba yang dijual
di toko obat. Hal ini tentu menjadi tugas dan tanggung jawab bersama baik dari
pemerintah, pelaku usaha (Apoteker Penanggung Jawab) dan masyarakat, agar
dapat bersama-sama mengambil langkah konkrit sehingga tidak ada lagi

penyerahan antimikroba tanpa resep dokter.

Badan POM bersama dengan K/L lain mengambil langkah dalam hal perkuatan
pengawasan dan kebijakan, serta melakukan edukasi yang masif dan
menyeluruh baik ke pelaku usaha atau masyarakat. Kami mohon juga dukungan

dari pemerintah daerah beserta organisasi profesi untuk mendukung kebijakan

12




pengendalian resistensi antimikroba di daerah Jawa Barat, sehingga
kedepannya dapat bersama-sama mengawal penegakan regulasi penyerahan

antimikroba tanpa resep dokter.

Yang kedua adalah Pelaku usaha termasuk di antaranya adalah apoteker
penanggung jawab, harus terus berupaya meningkatkan kepatuhan terhadap
regulasi, sehingga tidak akan menyerahkan antimikroba secara bebas tanpa
resep dokter. Yang tidak kalah penting adanya profesi melakukan praktek
sesuai ketentuan dan juga mengedukasi masyarakat sehingga timbul
kepercayaan masyarakat terhadap profesi yang pada akhirnya akan

memberikan nilai positif

Masyarakat juga berperan penting untuk terus melakukan peningkatan
awareness terhadap resistensi antimikroba sehingga diharapkan demand

masyarakat terhadap antimikroba tanpa resep dokter dapat turun.

1.5. 7. Integritas rantai suplai obat dan bahan obat serta peredaran obat SF dan ilegal

Sebagaimana dijelaskan pada poin sebelumnya, resistensi antimikroba
merupakan salah satu fokus pengawasan karena menjadi ancaman dunia.
Pengendalian Resistensi Antimikroba dengan pendekatan One Health
Approach sehingga dibutuhkan keterlibatan dari berbagai sektor. Mengawal
Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba, Badan POM
melakukan Joint Inspection dengan Kementerian Pertanian dalam mengawal
integritas jalur pasok bahan obat dan obat di sektor kesehatan manusia dan

hewan.

Keberadaan obat substandar dan ilegal termasuk palsu merupakan hal yang
dapat membahayakan kesehatan masyarakat, berkontribusi dalam
peningkatan resistensi antimikroba. Peran serta masyarakat dalam pelaporan
obat substandar dan ilegal termasuk palsu memiliki peranan penting dalam
menanggulangi peredaran obat substandar dan ilegal termasuk palsu. Oleh
karena itu BPOM mengembangkan aplikasi BPOM Mobile sebagai platform
untuk pelaporan obat substandar dan ilegal termasuk palsu dengan mengacu

kepada prototype aplikasi smartphone yang dimiliki oleh WHO.
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1.5. 8. Edukasi publik terkait obat yang efisien dan efektif

Diperlukan penanganan yang menyeluruh untuk menumbuhkan kepercayaan

dari masyarakat kepada BPOM sehingga diperoleh peran serta masyarakat

yang dapat mendukung kinerja dan pencapaian visi BPOM secara keseluruhan.

BPOM sebagai pelindung masyarakat dalam mendapatkan obat yang aman,

berkhasiat dan bermutu dipercaya sebagai tugas bersama BPOM dan

masyarakat.

1.5. 9. Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu

Maraknya kasus penyalahgunaan Obat-obat Tertentu memerlukan intensifikasi

pengawasan peredaraan OOT dalam rangka deteksi penyimpangan peredaran

untuk disalahgunakan

1.5.10. Pengendalian Produk Tembakau

Tantangan pengawasan produk tembakau yang perlu diatasi, antara lain:

a)

b)

Ekspansi Produk Nikotin dan Tembakau Baru

Industri tembakau terus mengembangkan produk nikotin dan tembakau
baru, seperti rokok elektronik, heated tobacco dan kantong nikotin.
Tantangan terletak pada penyesuaian regulasi yang ada untuk mencakup
perkembangan ini dan memastikan pengawasan yang efektif terhadap

seluruh spektrum produk tembakau dan nikotin.
Tantangan Iklan dan Promosi

Iklan rokok, khususnya pada media luar ruang dan internet, seringkali
tidak mematuhi ketentuan yang ada. Kurangnya intervensi atau tindak
lanjut dari pemerintah setempat menciptakan celah untuk pelanggaran.
Menanggapi hal ini, rekomendasi diajukan untuk advokasi lintas sektor

dan peraturan daerah yang lebih ketat terkait iklan rokok.
Kurangnya Efektivitas Sanksi

Meskipun sanksi diberlakukan terhadap pelanggaran iklan dan kemasan
produk tembakau, efek jera masih menjadi tantangan. Temuan terus

muncul, seperti iklan melanggar ketentuan di toko kelontong dalam
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d)

bentuk spanduk dan stiker yang berubah-ubah. Menghadapi ini, BPOM
merekomendasikan advokasi dengan pemerintah daerah untuk
meningkatkan pengawasan dan memberikan sanksi yang lebih tegas

terhadap pelanggaran berulang.
Tantangan Label dan Penandaan

Pencantuman kode produksi dan tanggal produksi pada label kemasan
rokok menjadi tantangan. Untuk mengatasi ini, BPOM mengusulkan
kebutuhan akan aturan yang lebih jelas dan terperinci terkait

pencantuman informasi ini pada kemasan rokok.
Koordinasi Lintas Sektor

Koordinasi lintas sektor juga menjadi fokus, terutama dalam menghadapi
temuan pelanggaran ketentuan seperti larangan penjualan pada anak,
termasuk beberapa temuan rokok yang diproduksi tanpa cukai,
mengakibatkan harga rokok yang sangat murah dan dapat dijangkau oleh
anak. Rekomendasi mencakup koordinasi aktif dengan K/L di tingkat

pusat dan pemerintah daerah.
Informasi Bahaya Merokok

Penyebaran informasi bahaya merokok masih dihadapkan pada
tantangan, terutama ketika anak dan remaja mulai mencoba merokok dan
masih ada anggapan bahwa merokok dianggap keren. BPOM perlu
menciptakan inovasi dan melakukan koordinasi intensif dengan
penyelengaraan pendidikan, sekolah, dan pihak-pihak terkait untuk

meningkatkan kesadaran tentang risiko merokok.

1. 5.11. Belum Memadainya Sumber Daya

Peran dan tugas fungsi BPOM sebagai regulator dan pengawas selain
terkait aspek kesehatan, juga ekonomi-industri-perdagangan, dan
penegakan hukum untuk melindungi masyarakat dan dunia
usaha/industri dari kejahatan terkait obat dan makanan sehingga perlu
perkuatan perkuatan kelembagaan termasuk sumber daya: sumber daya

manusia, anggaran, peralatan, dsb,
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Analisis SDM Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA

Berikut ini adalah Jumlah Pegawai dibandingkan dengan Jumlah

penduduk pada beberapa national regulatory authority.

National Jumlah Jumlah Persentase Jumlah

Regulatory Pegawai Penduduk Pegawai terhadap Jumlah
Authority Penduduk
BPOM 5.211 278,7 juta 0,00187%
HSA Singapura 300 5,9 juta 0,00508%
USFDA 20.000 340 juta 0,00588%
Swissmedic 500 8,7 juta 0,00575%

Gambar 1. 8 Perbandingan Jumlah Pengawas Obat vs Jumlah Penduduk pada

beberapa National Regulatory Authority
Keterangan:

Untuk 1 Juta penduduk Indonesia diperlukan 50 orang SDM yang
kompeten. Idealnya BPOM harus memiliki jumlah SDM 3x lipat dari

tersedia saat ini untuk bisa melindungi 278,7 juta penduduk Indonesia.

IS-Iifl‘;apura USFDA Swissmedic
Jumlah Pegawai  5.211 300 20.000 500
Jumlah Evaluator 98 100 11.000 500
Jumlah Inspektur 113 29 96 32

Gambar 1. 9 Perbandingan Jumlah Evaluator vs Jumlah Inspektur pada beberapa

National Regulatory Authority*
*Catatan:

1. Jumlah inspektur CPOB BPOM (Pusat & UPT) berdasarkan data Ditwasprod
ONPP

2. Jumlah inspektur GMP di HSA, USFDA, dan Swissmedic berdasarkan data PIC/S

3. Jumlah evaluator berdasarkan data evaluator di Direktorat Registrasi Obat

yang terdiri dari PNS, PPPK dan PPNPN tahun 2023.
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4. Jumlah evaluator di HSA, USFDA dan Swissmedic berdasarkan data tahun 2022
yang published.

Dari data di atas, terlihat bahwa idealnya BPOM harus memiliki jumlah
SDM 3x lipat dari jumlah yang tersedia saat ini untuk bisa memberikan

perlindungan optimal kepada masyarakat.

Hal ini belum mempertimbangkan kondisi wilayah Indonesia yang

merupakan negara kepulauan.
Catatan:

1. Jumlah inspektur CPOB BPOM (Pusat & UPT) berdasarkan data Ditwasprod
ONPP

2. Jumlah inspektur GMP di HSA, USFDA, dan Swissmedic berdasarkan data PIC/S

3. Jumlah evaluator berdasarkan data evaluator di Direktorat Registrasi Obat yang
terdiri dari PNS, PPPK dan PPNPN tahun 2023.

4. Jumlah evaluator di HSA, USFDA dan Swiss medic berdasarkan data tahun 2022
yang published.
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BABII
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Renstra

Dalam sub bab ini dijelaskan mengenai visi, misi, tujuan, serta sasaran
strategis sebagaimana tercantum di dalam Renstra. Apabila terdapat perubahan

tujuan/sasaran strategis beserta indikatornya, maka perlu diberikan penjelasan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Deputi Bidang Pengawasan
Obat, NPPZA berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) yang disusun untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun. Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA sebagai
unit Eselon I Badan POM, telah menyusun Renstra tahun 2020-2024 dengan
berpedoman pada Renstra Badan POM 2020-2024. Deputi Bidang Pengawasan
Obat, NPPZA telah melakukan reviu terhadap Renstra tahun 2020-2024 sesuai
dengan SK No. PR.01.02.3.32.12.21.28 tahun 2021 tentang Reviu Rencana
Strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA tanggal 13 Desember 2021.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Badan POM, maka Deputi Bidang
Pengawasan Obat, NPPZA menetapkan visi dan misi yang mengacu pada visi dan
misi Badan POM tahun 2020-2024. Visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam

bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan dan sasaran

strategis.
Tabel 2.1 Visi, Misi, Sasaran Program dan Indikator Kinerja
Sasaran
Visi Misi Indikator Kinerja
Program
Obat aman, bermutu, | 1. Meningkatkan 1. Terwujudnya 1) Indeks Pengawasan
dan berdaya saing efektivitas Obat Aman Obat
untuk mewujudkan pengawasan Obat dan Bermutu
. . .. . 2) Persentase Obat
Indonesia maju yang melalui sinergi
. . Yang memenuhi
berdaulat, mandiri, pemerintah pusat
o syarat
dan berkepribadian dan daerah dalam
kerangka Negara 2. Meningkatnya | 1) Indeks Kepatuhan
Kesatuan, guna Kepatuhan (compliance index)
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Sasaran

Visi Misi Indikator Kinerja
Program
berlandaskan gotong perlindungan bagi Pelaku Usaha Pelaku Usaha di
royong segenap bangsa dan Kesadaran Bidang Obat

dan memberikan
rasa aman pada

seluruh warga

2. Membangun SDM
Unggul terkait obat
dengan
mengembangkan
kemitraan bersama
seluruh komponen
bangsa, dalam
rangka peningkatan
kualitas manusia

Indonesia.

3. Memfasilitasi
percepatan
Pengembangan dunia
usaha Obat dalam
rangka membangun
struktur ekonomi
yang produktif dan
berdaya saing untuk

kemandirian bangsa.

4. Pengelolaan

pemerintahan yang
bersih, efektif, dan
terpercaya untuk
memberikan
pelayanan publik
yang prima di bidang
obat.

Masyarakat
Terhadap

Keamanan dan

2.) Indeks Kesadaran
Masyarakat

(awareness index)

Mutu Obat
terhadap Keamanan
serta
dan Mutu obat
Kepatuhan
Industri 3.) Indeks Kepatuhan
Produk Industri Produk
Tembakau Tembakau dalam
Label dan Iklan
. Meningkatnya | 1.) Indeks Kepuasan
Kepuasan Pelaku Usaha
Pelaku Usaha terhadap Pemberian
dan Bimbingan dan
Masyarakat Pembinaan
terhadap Pengawasan Obat
Kinerja
2.) Indeks Kepuasan
Pengawasan
Masyarakat atas
Obat

Kinerja Pengawasan

Obat

3.) Indeks Kepuasan
Masyarakat
terhadap Pelayanan
Publik Deputi
Bidang Pengawasan

Obat, NPPZA

4. Meningkatnya

Kualitas

Kebijakan

1) Indeks Kualitas
Kebijakan

Pengawasan Obat
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Misi

Sasaran

Program

Indikator Kinerja

Pengawasan

Obat

5. Meningkatnya
Efektivitas
Pengawasan
dan Pelayanan
Publik di
Bidang Obat

1.) Persentase
rekomendasi hasil
pengawasan obat
yang ditindaklanjuti

oleh lintas sektor

2.) Indeks pelayanan
publik di Deputi
Bidang Pengawasan

Obat, NPPZA

3.) Persentase
pelayanan publik di
bidang obat yang
diselesaikan tepat

waktu

4.) Tingkat Efektivitas
KIE di bidang Obat

5.) Persentase Obat
yang aman dan
bermutu
berdasarkan hasil

pengawasan

6. Meningkatnya
Regulatory
Assistance
dalam
Pengembangan

Obat

1) Persentase inovasi
obat
pengembangan
baru yang dikawal

sesuai standar

7. Terwujudnya
Tata Kelola

Pemerintahan

1.) Indeks RB Deputi
Bidang Pengawasan

Obat, NPPZA
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Sasaran

Misi Indikator Kinerja
Program

yang Optimal 2.) Nilai AKIP Deputi
di Lingkup Bidang Pengawasan
Deputi Bidang Obat, NPPZA
Pengawasan
Obat, NPPZA

8. Terwujudnya 1) Indeks
SDM Deputi Profesionalitas ASN
Bidang Deputi Bidang
Pengawasan Pengawasan Obat,
Obat, NPPZA NPPZA
yang
Berkinerja
Optimal

9. Menguatnya 1) Indeks pengelolaan

Pengelolaan
Data dan
Informasi
Pengawasan

Obat

data dan informasi
Deputi Bidang
Pengawasan Obat,

NPPZA

10.Terkelolanya
Keuangan
secara
Akuntabel
Deputi Bidang
Pengawasan

Obat, NPPZA

1.) Nilai Kinerja

Anggaran Deputi
Bidang Pengawasan

Obat, NPPZA

2.) Tingkat Efisiensi

Penggunaan
Anggaran Deputi
Bidang Pengawasan

Obat, NPPZA
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Tujuan
Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat, maka
tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:
1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam pengawasan
Obat.
2. Meningkatnya kapasitas SDM Pengawasan Obat.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing dan
kemandirian Industri Obat Nasional.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat yang
aman dan bermutu.

5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha obat.
Reviu Rencana Strategis

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya
perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tercantum dalam
Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengawas Obat dan Makanan serta adanya pandemi Coronavirus Disease 2019
(Covid-19), maka Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA perlu melakukan reviu
terhadap Renstra Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2020-2024

guna mengakomodasi berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi.

Ruang Lingkup Reviu Renstra BPOM Tahun 2020-2024 adalah reviu terhadap
perubahan lingkungan strategis, visi, misi, tujuan dan reviu indikator kinerja dan
target baik pada level sasaran strategis, sasaran program maupun sasaran

kegiatan.

Reviu dan penyesuaian renstra memuat sasaran strategis dan IKU Deputi
Bidang Pengawasan Obat, NPPZA serta program dan kegiatan yang dilakukan
beserta sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator di dalamnya, perlu
dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi target indikator kinerja tahun
2022. Secara keseluruhan perubahan-perubahan tersebut disajikan dalam
Matriks Perubahan Kegiatan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Deputi

Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2020-2024.
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2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Perencanaan Kkinerja merupakan proses penjabaran dari Sasaran dan
Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024, yang
akan dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA melalui
berbagai kegiatan per tahun. Perencanaan kinerja tersebut didokumentasikan
dalam Rencana Kinerja Tahunan (Annual Performance Plan) 2023. Dalam
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023 ditetapkan target kinerja tahunan tahun
2022 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran kegiatan.
Target kinerja ini akan menjadi komitmen penuh bagi Deputi Bidang Pengawasan

Obat, NPPZA untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dalam tahun 2022

sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi.

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Terwujudnya Obat Indeks Pengawasan Obat 93,5
aman dan bermutu Persentase obat yang aman 96,5
dan bermutu yang
memenuhi syarat
2 Meningkatnya Indeks kepatuhan pelaku 89
kepatuhan pelaku usaha di bidang obat
usaha dan kesadaran Indeks kesadaran 84
masyarakat terhadap masyarakat terhadap
keamanan dan mutu keamanan dan mutu obat
obat serta kepatuhan Indeks kepatuhan industri 49
industri produk produk tembakau dalam
tembakau label dan iklan
3 Meningkatnya kepuasan | Indeks kepuasan pelaku 88
pelaku usaha dan usaha terhadap pemberian
masyarakat terhadap bimbingan dan pembinaan
kinerja pengawasan obat| pengawasan obat
Indeks kepuasan masyarakat 83
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Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

atas kinerja pengawasan

obat

Indeks kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan publik
Deputi Bidang Pengawasan
Obat, Narkotika,
Psikotropika, Prekursor dan

Zat Adiktif

89

Meningkatnya kualitas
kebijakan pengawasan

Obat

Indeks kualitas kebijakan

pengawasan Obat

89,9

Meningkatnya
efektivitas pengawasan
dan pelayanan publik di
bidang obat

Persentase rekomendasi hasil
pengawasan obat yang

ditindaklanjuti oleh lintas sekto

80

Indeks pelayanan publik di
Deputi bidang pengawasan

obat, NPPZA

4,44

Persentase pelayanan publik
di bidang Obat yang

diselesaikan tepat waktu

87

Tingkat efektivitas KIE di
bidang Obat

94,44

Persentase Obat yang aman
dan bermutu berdasarkan

hasil pengawasan

89,5

Meningkatnya regulatory
assistance dalam

pengembangan obat

Persentase inovasi obat
pengembangan baru yang

dikawal sesuai standar

89

Terwujudnya tata kelola

pemerintahan yang

Indeks RB Deputi Bidang

Pengawasan Obat, Narkotika,

89,9
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
optimal di lingkup Psikotropika, Prekursor dan
Deputi Bidang Zat Adiktif
Pengawasan Obat, Nilai AKIP Deputi Bidang 84,7
Narkotika, Psikotropika, | Pengawasan Obat, Narkotika,
Prekursor dan Zat Psikotropika, Prekursor dan
Adiktif Zat Adiktif
8 Terwujudnya SDM Indeks Profesionalitas ASN 84,06
Deputi Bidang Deputi Bidang Pengawasan
Pengawasan Obat Obat, Narkotika, Psikotropika,
NPPZA yang berkinerja | Prekursor dan Zat Adiktif
optimal
9 Menguatnya Pengelolaan| Indeks Pengelolaan Data dan 2,5
Data dan Informasi Obat | Informasi Deputi Bidang
Pengawasan Obat, Narkotika,
Psikotropika, Prekursor dan
Zat Adiktif
10 Terkelolanya Keuangan | Nilai Kinerja Anggaran Deputi 93,5
Deputi Bidang Bidang Pengawasan Obat,
Pengawasan Obat NPPZA| Narkotika, Psikotropika,
secara Akuntabel Prekursor dan Zat Adiktif
Tingkat Efisiensi Penggunaan 100%
Anggaran Deputi Bidang (efisien)

Pengawasan Obat, Narkotika,
Psikotropika, Prekursor dan

Zat Adiktif

Perjanjian Kinerja (PK)

Wujud nyata komitmen Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA dalam
meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur,
disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan mengacu pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
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tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja sebagai
dokumen kinerja yang memuat janji kinerja antara pemimpin unit kerja dengan
pejabat yang lebih tinggi yang mencantumkan sasaran, indikator dan target
kinerja yang akan dicapai pada tahun 2023. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang
Pengawasan Obat, NPPZA 2023 secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja tahun 2023

Frekuensi
Sasaran Program Indikator Target
Pengukuran
Stakeholder perspective

Terwujudnya Obat yang aman | Indeks Pengawasan 93,5 Tahunan
dan bermutu Obat

Persentase obat 96,5% Tahunan

yang memenuhi

syarat
Meningkatnya kepatuhan Indeks kepatuhan 89 Tahunan
pelaku usaha dan kesadaran pelaku usaha di
masyarakat terhadap bidang Obat
keamanan dan mutu obat serta

Indeks kesadaran 84 Tahunan
kepatuhan industri produk

masyarakat
tembakau

terhadap keamanan

dan mutu obat

Indeks kepatuhan 49 Tahunan

industri produk

tembakau dalam

label dan iklan
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Sasaran Program

Indikator

Target

Frekuensi

Pengukuran

Meningkatnya kepuasan
pelaku usaha dan masyarakat
terhadap kinerja pengawasan

obat

Indeks kepuasan
pelaku usaha
terhadap pemberian
bimbingan dan
pembinaan

pengawasan Obat

88

Tahunan

Indeks kepuasan
masyarakat atas
kinerja pengawasan

obat

83

Tahunan

Indeks kepuasan
masyarakat
terhadap pelayanan
publik Deputi
Bidang Pengawasan

Obat, NPPZA

89

Tahunan

Internal Process Perspective

Meningkatnya kualitas

kebijakan pengawasan Obat

Indeks kualitas
kebijakan

pengawasan Obat

89,9

Tahunan

Meningkatnya efektivitas
pengawasan dan pelayanan

publik di bidang obat

Persentase Obat
yang aman dan
bermutu
berdasarkan hasil

pengawasan

89,5

Triwulan
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Sasaran Program

Indikator

Target

Frekuensi

Pengukuran

Persentase
Rekomendasi hasil
pengawasan obat
yang ditindaklanjuti

oleh lintas sektor

80

Triwulan

Indeks pelayanan
publik di Deputi
Bidang Pengawasan

Obat, NPPZA

4,44

Tahunan

Persentase
pelayanan publik di
bidang Obat yang
diselesaikan tepat

waktu

87

Triwulan

Tingkat Efektivitas
KIE di bidang Obat

94,44

Tahunan

Learning and Growth Perspective

Meningkatnya regulatory
assistance dalam

pengembangan obat

Persentase inovasi
obat pengembangan
baru yang dikawal

sesuai standar

89

Triwulan

Terwujudnya tata kelola

pemerintahan yang optimal di

Indeks RB Deputi
Bidang Pengawasan

Obat, NPPZA

89,9

Tahunan
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Sasaran Program Indikator Target Freluens
Pengukuran
lingkup Deputi Bidang Nilai AKIP Deputi 84,7 Tahunan
Pengawasan Obat, NPPZA Bidang Pengawasan
Obat, NPPZA
Terwujudnya SDM Deputi Indeks 84,06 Tahunan
Bidang Pengawasan Obat, Profesionalitas ASN
NPPZA yang Berkinerja Deputi Bidang
Optimal Pengawasan Obat,
NPPZA
Menguatnya Pengelolaan Data | Indeks Pengelolaan 2,5 Triwulan
dan Informasi Obat Data dan Informasi
Deputi Bidang
Pengawasan Obat,
NPPZA
Terkelolanya Keuangan secara | Nilai Kinerja 93,5 Triwulan
akuntabel Deputi Bidang Anggaran Deputi
Pengawasan Obat, NPPZA Bidang Pengawasan
Obat, NPPZA
Tingkat Efisiensi 100% Tahunan
Penggunaan (efisien)
Anggaran Deputi
Bidang Pengawasan
Obat, NPPZA

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja
harus didukung oleh kegiatan dan anggaran, serta dipantau secara berkala. Untuk

itu perlu disusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK). RAPK memuat target
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kinerja per bulan dan anggaran per indikator kinerja yang dilengkapi dengan detail
aktivitas pendukung. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan

Obat, NPPZA tahun 2023 secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2023

No Indikator Target Anggaran

Kinerja

Bi| B2| B3| B4 B5| B6 | B7| B8| B9 | B10| B11| B12

1 Indeks 93,5 250,666,000.00

Pengawasan Obat

2 Persentase obat  196,5 [96,5 |96,5 [96,5 [96,5 |96,5 |96,5 [96,5 |96,5 96,5 | 96,5 | 96,5 4,417,115,000.00
yang memenuhi

syarat

3 Indeks kepatuhan 89 1,207,716,000.00
pelaku usaha di

bidang obat

4 Indeks 84 2,264,230,000.00
kesadaran
masyarakat
terhadap obat
yang aman dan

bermutu
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Indikator

Kinerja

Target

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

Anggaran

Indeks
kepatuhan
industri
tembakau
dalam label dan

iklan

49

1,213,285,000.00

Indeks
kepuasan
pelaku  usaha
terhadap
pemberian
bimbingan dan
pembinaan

pengawasan

obat

88

4,111,864,000.00

Indeks kepuasan
masyarakat atas
kinerja

pengawasan obat

83

1.510.402.000

Indeks kepuasan
masyarakat
terhadap
pelayanan publik
Deputi Bidang
Pengawasan
Obat, Narkotika,
Psikotropika,
Prekursor dan Zat

Adiktif

89

926,321,000.00
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Indikator

Kinerja

Target

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7 | B8

B9

B10

B11

B12

Anggaran

Indeks  kualitas
kebijakan

pengawasan Obat

89,9

4,925,362,000.00

10

Persentase obat
yang aman dan
bermutu

berdasarkan hasil

pengawasan

89,5

496.541.000

11

Persentase
rekomendasi hasil
pengawasan obat
yang
ditindaklanjuti

oleh lintas sektor

B1,77

B1,77

B1,77

81,77

B81,77181,77

B1,77B1,77

81,77

81,77

81,77

81,77

5,322,678,000.00

12

Indeks
pelayanan
publik di bidang
obat

4,44| 4,44

4,44

4,44

4,44

4,44

1,236,700,000.00

13

Persentase
pelayanan
publik di bidang
Obat yang
diselesaikan

tepat waktu

87

87

87

87

87

87

87| 87

87

87

87

87

5,468,857,000.00
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Indikator

Kinerja

Target

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

Anggaran

14

Tingkat
Efektivitas KIE
di Bidang Obat

94,44

3,754,859,000.00

15

Persentase
inovasi obat
pengembangan

baru yang
dikawal sesuai

standar

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

2,521,034,000.00

16

Indeks RB
Deputi Bidang
Pengawasan
Obat, Narkotika,
Psikotropika,
Prekursor dan

Zat Adiktif

89,9

2,591,577,000.00

17

Nilai AKIP

Deputi Bidang
Pengawasan
Obat, Narkotika,
Psikotropika,
Prekursor dan

Zat Adiktif

84,7

4,205,249,000.00

18

Indeks
Profesionalitas
ASN Deputi
Bidang
Pengawasan
Obat, Narkotika,
Psikotropika,
Prekursor dan Zat

Adiktif

84,06

4,942,907,000.00

33




Indikator

Kinerja

Target

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

Anggaran

19

Indeks

Pengelolaan Data
dan Informasi
Deputi Bidang
Pengawasan Obat

NPPZA

2,5

2,021,897,000.00

20

Nilai Kinerja
Anggaran Deputi
Bidang
Pengawasan
Obat,

Psikotropika,

Narkotika,

Prekursor dan Zat

Adiktif

93,5

3,501,149,000.00

21

Tingkat Efisiensi
Penggunaan
Anggaran Deputi
Bidang
Pengawasan
Obat, Narkotika,
Psikotropika,
Prekursor dan Zat

Adiktif

100

4,871,959,000.00

2.5.

Metode Pengukuran

Indikator kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA diukur berdasarkan

Pedoman yang pada Keputusan Kepala Badan POM Nomor 311 Tahun 2023

Tentang Pedoman Penyelenggaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah di Lingkungan BPOM, berikut ini adalah cara pengukuran indikator

kinerja tersebut:

1. Indeks Pengawasan Obat (IPOM)
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Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) adalah suatu ukuran untuk
menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang
dilakukan oleh BPOM.

Tujuan penyusunan Indeks Pengawasan Obat dan Makanan adalah untuk
mengetahui secara mudah kondisi keamanan/efektivitas Kkinerja
pengawasan Obat dan Makanan, baik untuk tiap produk maupun
keseluruhan di tiap daerah, maupun secara nasional. IPOM diukur
menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku
usaha.

[POM menggunakan indikator pembentuk yang berasal dari hasil kinerja
teknis Kedeputian 1, 2, 3 dan 4 serta UPT BPOM. Indikator pembentuk
yang digunakan bersifat komprehensif menggambarkan kinerja BPOM,
meliputi indikator yang mengukur/menggambarkan kualitas kebijakan,
kualitas produk beredar, kepatuhan pelaku usaha, kesadaran dan
kepuasan masyarakat, tindak lanjut hasil pengawasan oleh lintas sektor,
kualitas penindakan kejahatan, kualitas layanan publik BPOM serta
kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian pembinaan yang dilakukan.
[POM dihitung dari penjumlahan seluruh indeks indikator pembentuk.
Indeks indikator pembentuk dihitung dengan mengalikan Bobot Indikator
(%) dengan persen realisasi indikator, menggunakan sumber data dari
SIPT, Laporan hasil evaluasi dari PRKOM, Biro Hukum dan Organisasi,
Deputi IV

Periode pelaporan [IPOM adalah tahunan.

Persentase obat yang memenuhi syarat

a.

Indikator ini menunjang sasaran strategis: Terwujudnya Obat dan
Makanan yang aman dan bermutu.

Pengukuran dilakukan dengan melakukan sampling Obat beredar
berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka
sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang di

sampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada
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pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya
sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki
NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin
edar) 2) Produk kedaluwarsa 3) Produk rusak 4) Tidak memenuhi
ketentuan penandaan 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Cara perhitungan dan formula:

Jumlah Sampel Acak MS
Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji

% Obat MS = x 100%

Keterangan: a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar,
kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, b) Diuji meliputi
pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling
oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai
pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. c)
Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n,
merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh:

% B3 = Total pembilang (B1+B2+B3) x 100%

Total penyebut (B1+B2+B3)

Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang obat

a. Kepatuhan merupakan suatu bentuk keberterimaan dalam

melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/non profit sesuai
dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku
terkait dengan obat.

Pelaku usaha obat mencakup sarana produksi dan distributor dan
pelayanan yang memproduksi/mendistribusikan/ menyalurkan obat
Indeks kepatuhan pelaku usaha merupakan komposit dari beberapa
variabel, yaitu:

1) Hasil pemeriksaan sarana produksi obat yang memenuhi ketentuan

(GMP);
2) Sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan (GDP);
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3) Sarana pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang
memenuhi ketentuan;

4) Hasil penandaan dan iklan obat yang memenuhi ketentuan;

d. Cara Perhitungan Indeks kepatuhan dihitung berdasarkan konversi nilai

sarana yang memenuhi ketentuan (MK) dan Tidak Memenuhi Ketentuan
(TMK) ke dalam pengklasifikasian/grading menjadi A (baik), B (cukup),
dan C (kurang) berdasarkan Definisi Operasional (DO) oleh masing-
masing kedeputian (1,2 dan 3). Selanjutnya, dihitung persentase
memenuhi ketentuan (% MK) masing-masing grading untuk dianalisis
secara statistik (Top one box/Top two boxes). Top one box adalah (A/total
x 100) dan Top two boxes adalah (A+B/total x 100).

Perhitungan indeks kepatuhan pelaku usaha Obat dan Makanan
dilanjutkan dengan menggunakan skala pembobotan sarana produksi,
distribusi, iklan dan penandaan serta skala pembobotan komoditi yaitu
obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan.
Hasil bobot sarana dan komoditi Obat dan Makanan diperoleh dari
pengisian kuesioner (expert choice) dan dianalisis dengan menggunakan
metode Analytical Hierarchy Process (AHP).

Kriteria Indeks kepatuhan pelaku usaha Obat dan Makanan dengan

rentang nilai sebagai berikut:

NO Nilai Kriteria
1 >90-100 Sangat Baik
2 > 66,67-90 Baik
3 >33,33-66,67 Cukup
4 0-33,33 Kurang

Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan

Makanan vang Aman dan Bermutu.

a) Indeks ini diukur melalui survei yang dilakukan oleh Pusat Analisis
Kebijakan Obat dan Makanan kepada masyarakat.
b) Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei

kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai
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c)

kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan
keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.
Kesadaran diukur melalui 3 (tiga) aspek yaitu:

© Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh
mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam
memilih, menggunakan atau mengkonsumsi Obat dan Makanan.
Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta
mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat
dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber
media informasi terhadap pemahaman masyarakat.

o Sikap (Attitude) untuk menggali sikap masyarakat dalam
memilih, menggunakan atau mengonsumsi obat dan makanan
yang aman dan bermutu.

© Perilaku (Practices) untuk mengetahui perilaku masyarakat
dalam memilih, menggunakan atau mengkonsumsi Obat dan

Makanan dengan baik.

d) Awareness index diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode

Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) berbasis offline dan
online. Desain sampling menggunakan stratified random sampling.

Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (weighted mean
score) indikator kesadaran dengan mempertimbangkan bobot, yaitu
bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi.
Pengukuran kesadaran masyarakat juga dilakukan terhadap 5 (lima)
produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk
tersebut memiliki nilai indeks kesadaran masing-masing dan

diagregatkan menjadi Indeks kesadaran.

Indeks Nasional = z Z (Raxb)xc

Keterangan:
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R a adalah rerata nilai kesadaran responden yang telah
mempertimbangkan bobot pertanyaan (a) dalam satu komoditi. b

adalah bobot penduduk (BPS)

5. Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau dalam Label dan Iklan

Indeks Kepatuhan industri rokok dalam memenuhi ketentuan Iklan dan

Label Produk Tembakau Indeks Kepatuhan industri rokok dalam memenuhi

ketentuan Iklan dan Label Produk Tembakau dihitung dari:

a.

kepatuhan industri rokok yang telah melaporkan hasil pengujian
kandungan kadar Nikotin dan Tar dan contoh kemasan terkait
pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan.

kepatuhan industri rokok dalam mengimplementasikan pencantuman
peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada iklan dan kemasan.
Indeks tersebut dihitung terhadap Jumlah industri rokok jenis kretek
tangan, kretek mesin dan sigaret putih mesin, klobot, klembak menyan,

cerutu dan tembakau iris.

p-1 [(E'Dnl 100)+(5Pn2 100)+(2Pn3 100)+(2Pn‘* 100)]
~3 [\zpo,* IPo, TPo, TPo,

Pn, = Industri yang melaporkan kadar nikotin dan tar

Po, = Industri rokok jenis kretek tangan, kretek mesin dan sigaret putih mesin

Pn, = Industri yang melaporkan contoh kemasan

Po, = Industrirokok jenis kretek tangan, kretek mesin dan sigaret putih mesin, klobot,
klembak menyan, cerutu dan tembakau iris

Png = Jumlah label produk tembakau yang diawasi yang memenuhi ketentuan

Po, = Jumlah label produk tembakau yang diawasi

Pn, = Jumlah iklan produk tembakau yang diawasi yang memenuhi ketentuan

Po, = Jumlah iklan produk tembakau yang diawasi

6. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan

Pembinaan Pengawasan Obat

a.

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei
kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dari
BPOM  dalam rangka pemenuhan terhadap  persyaratan
perijinan/sertifikasi produk Obat dan Makanan. Masing-masing kategori

produk memiliki bobot penimbang tertentu yang sesuai.
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b.

Bimbingan dan pembinaan merupakan bentuk-bentuk layanan yang
diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu
pemenuhan terhadap peraturan (regulatory assistance) yang mencakup
bentuk-bentuk seperti desk, pendampingan, bimbingan teknis, dan
sosialisasi. Masing-masing bentuk bimbingan dan pembinaan memiliki
bobot penimbang tertentu berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya.
Nilai kepuasan diukur melalui 5 (lima) aspek yaitu tangibles, reliability,
responsiveness, assurance dan empathy, yang masing-masing memiliki
bobot penimbang tersendiri.

Cara Perhitungan indeks ini dengan melakukan survei dilakukan secara
online dengan memberikan link survei saat kegiatan bimbingan dan
pembinaan kepada seluruh pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan

dan pembinaan dari BPOM. Rumus penghitungan indeks:

Indelks Nasional = Z(Z(E“‘ xb) X ¢)

Keterangan:
EJk : adalah rerata nilai kepuasan kegiatan pada jenis kegiatan yang

sama dalam satu komoditi.

b : adalah bobot jenis kegiatan pendampingan, desk, bimtek, dan
sosialisasi
c : adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen

kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

7. Indeks Kepuasan Masyvarakat atas Kinerja Pengawasan Obat

a.

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai ukuran kepuasan
berdasarkan hasil pengukuran melalui survei kepada masyarakat atas
kinerja pengawasan Obat dan makanan yang dilakukan oleh BPOM dalam
menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang

dirasakan dampak/manfaatnya oleh masyarakat.
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C.

b.

Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep Service Quality
(ServQual) yaitu Reliability, Assurance, Empathy, dan Responsiveness yang
mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi:

1. Kemampuan/Upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap
produk Obat dan Makanan, misal operasi hari raya, pengecekan
produk kedaluwarsa.

2. Kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang
berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan
pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan

3. Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang
beredar di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin edar,
pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran.

4. Tindakan BPOM atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat
yang beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang
berbahaya, kedaluwarsa, produk palsu dan ilegal yang beredar di
masyarakat.

Indeks ini diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode

Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) berbasis offline dan

online. Desain sampling menggunakan stratified random sampling.

Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (weighted mean

score) dari setiap variabel kepuasan dengan mempertimbangkan bobot,
yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi.

Pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan terhadap 5 (lima) produk

yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut
memiliki nilai indeks kepuasan masing-masing dan diagregatkan

menjadi Indeks kepuasan, dengan rumus sebagai berikut:

Indeks Nasional = Z [Z (Raxb)xc

Keterangan:
Ra : adalah rerata nilai kepuasan responden yang telah
mempertimbangkan bobot pertanyaan (a) dalam satu komoditi.

B : adalah bobot penduduk (BPS)
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8.

: adalah bobot komoditi obat

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Deputi Bidang

Pengawasan Obat, NPPZA

d.

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat
terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur
penyelenggara pelayanan publik.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas
pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (dalam
hal ini Kedeputian I) kepada penerima layanan publik (pelaku usaha)
yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.

Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan
Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini
PermenPAN Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan
Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)
Data diperoleh dari Laporan Survei Kepuasan Masyarakat yang
diterbitkan oleh Inspektorat Utama

Indikator ini diukur berdasarkan hasil survei kepada pelaku usaha yang
menerima pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA,
yang dilakukan oleh 4 unit kerja, yaitu: (a) Direktorat Registrasi Obat; (b)
Direktorat Pengawasan Produksi ONPP; (c) Direktorat Pengawasan
Distribusi dan Pelayanan ONPP; serta (d) Direktorat Pengawasan
Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, NPPZA.

Cara Perhitungan Indeks kepuasan pelayanan adalah rata-rata indeks

kepuasan pelayanan publik pada 4 unit kerja di Deputi 1.

9. Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat

a.

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan instrumen yang
dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang bertujuan
untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai profil kualitas
kebijakan di Kementerian/Lembaga (BPOM) yang nantinya juga berguna
sebagai acuan pengembangan program/kegiatan pembinaan Analis

Kebijakan di BPOM.
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b. Kebijakan yang dinilai dalam pengukuran IKK menggunakan metode

Sampling (random sampling) dari semua kebijakan yang ditetapkan oleh
K/L/D pada kurun waktu 2 (dua) tahun sebelum tahun pengukuran
untuk kebijakan dalam bentuk salah satunya Peraturan Lembaga.
Terdapat perubahan mekanisme penilaian IKK pada tahun 2021 yang
sebelumnya menggunakan penilaian secara manual dengan
menggunakan expert judgement, untuk tahun 2021 dilakukan penilaian
secara sistem dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process
(AHP) yang dibangun oleh Lembaga Administrasi Negara bersama Board
Member.

Kategori indeks penilaian kriteria yang digunakan adalah sebagai

berikut:
Tabel 2. 3 Indeks Penilaian kriteria Capaian
No Nilai Kategori
1 91,00-100 Unggul
2 80-90,99 Sangat Baik
3 65-79,99 Baik
4 50 - 64,99 Cukup
5 <50,00 Kurang

10. Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat vang ditindaklanjuti oleh

lintas sektor

a. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang

diberikan oleh BPOM melalui UPT ataupun Unit Kerja Pusat kepada
stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap
sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang

dalam menindaklanjuti hasil pengawasan antara lain:
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i. Pelaku usaha

ii. lintas sektor meliputi pemerintah daerah, kementerian/lembaga,
organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan
Obat dan Makanan.

c. Lintas sektor meliputi pemerintah daerah, kementerian/lembaga,
organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat
dan Makanan.

d. Keputusan/Rekomendasi hasil pengawasan dapat berupa pembinaan,
peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan
ljin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil
pemeriksaan sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian.

e. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap
keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT
maupun unit kerja pusat.

f. Cara Perhitungan dilakukan dengan menghitung total tindak lanjut hasil

pengawasan yang dilaksanakan dibandingkan dengan keputusan/ tindak

lanjut/ rekomendasi yang dikeluarkan dalam satu tahun berjalan.
menghitung total rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti
selama satu tahun dibandingkan dengan total rekomendasi hasil

pengawasan yang diterbitkan.

Jumlah rekomendasi hazil pengawasan yang ditindaklan juti

X 1008

Total rekomendasi hasil pengawasan

11. Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk
mengukur pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam)
aspek meliputi:

1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);

2) Profesionalisme SDM (18%);
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3) Sarana Prasarana (15%);

4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
5) Konsultasi dan Pengaduan (15%);

6) Inovasi (7%).

b. Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17

Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik. IPP Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA diperoleh
dari rata-rata [PP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di
lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA, yang terdiri atas
Direktorat Registrasi Obat, Direktorat Pengawasan Produksi ONPP,
Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP dan Direktorat
Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, NPPZA.

Perhitungan indeks ini dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM
(Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama), dengan kategori

nilai:

Range Nilai | Kategori Makna

0-1,00 F Gagal
1,01 =150 E Sangat Buruk
1,51 -2,00 D Buruk
2,01-250 C- Cukup (Dengan Catatan)
2,51 -3,00 C Cukup
301-350 B- Baik (Dengan Catatarn)
3,51 =400 B Baik
4,01-450 A- Sangat Baik
451 -5,00 A Pelayanan Prima

10. Persentase pelayanan publik di bidang obat yang diselesaikan tepat waktu

a. Ketepatan waktu pelayanan publik adalah pemenuhan waktu janji

pelayanan (SLA) yang diberikan kepada masyarakat/pelanggan untuk
memenuhi salah satu atribut keberhasilan penyelenggaraan pelayanan
publik.

Persentase ketepatan waktu pelayanan publik merupakan perbandingan
jumlah pemenuhan waktu janji pelayanan (SLA) yang memenuhi waktu

dengan jumlah pengajuan pelayanan oleh masyarakat/pelanggan.
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C.

Layanan publik meliputi :

1) Registrasi obat

2) Evaluasi pengembangan obat

3) Penilaian sarana produksi obat

4) Penilaian sarana distribusi obat

5) Surat Keterangan Impor Obat

6) Analisa Hasil Pengawasan dalam rangka Ekspor dan Impor

narkotika, psikotropika dan prekursor
d. Ketepatan waktu pelayanan publik dilihat berdasarkan Peraturan

Badan POM tentang Standar Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM

Rata-rata dari persentase ketepatan waktu pelayanan publik dari dihitung

dari rata-rata pencapaian unit:

1.

2
3.
4

Direktorat Registrasi Obat,
Direktorat Pengawasan Produksi ONPP
Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP

Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, NPPZA

11. Tingkat Efektivitas KIE di Bidang Obat

d.

C.

Tingkat efektifitas KIE didefinisikan sebagai ukuran efektivitas atas
kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat
melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Tingkat
Efektifitas KIE dihitung dengan menggunakan Nilai Indeks.

Indikator ini diukur melalui metode survei yang digunakan adalah
metode kuantitatif melalui wawancara tatap muka (face to face
interview), telepon (phone survey), dan via online, terhadap target

responden menggunakan kuesioner, berupa pertanyaan terstruktur.

d.

Indikator pembentuk dan bobot:

No. | Criterion Comment Weights
1 | Ragam Media Keragaman media program KIE BPOM 9.9%
2 | Pemahaman Pemahaman atas konten dari KIE BPOM 28.1%
3 | Manfaat Manfaat yang diterima dari program KIE BPOM 44.9%
4 | Minat Minat terlibat dalam program KIE 17.1%
Kriteria
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Skor Indeks 100 ‘ Interpretasi Efektifitas

00,00 — 20,00 E TIDAK BAIK/BAGUS
20,01 — 40,00 D KURANG BAIK/BAGUS
40,01 — 60,00 C CUKUP

60,01 — 80,00 B BAIK/BAGUS
80,01 — 100,0 A SANGAT BAIK SEKALI

12. Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar

a. Hasil inovasi adalah hasil penelitian siap hilirisasi
b. Obat Pengembangan Baru adalah Obat yang sedang dikembangkan dan
dibuat oleh industri farmasi atau institusi riset di Indonesia dan/atau di
luar negeri
c. Kriteria inovasi obat pengembangan baru harus memenuhi 2 tahapan
besar yaitu:
1) Tahapan pemenuhan fasilitas produksi dengan melalui empat
tahap penilaian (50%):
i. ~ Tahapan usulan desain inovasi (25%)
ii.  Tahap Penilaian desain fasilitas (50%)
iii. ~ Tahap Hasil Inspeksi (75%)
iv.  Tahap Sertifikat CPOB (100%)
2) Tahapan dalam rangka memperoleh izin edar dengan melalui
empat tahap penilaian (50%):
i.  Tahapan uji non klinik (25%)
ii.  Tahap uji klinik (50%)
iii.  Tahap registrasi dokumen efikasi, keamanan, dan mutu obat
(75%)
iv.  Tahap penerbitan NIE (100%)
d. Cara perhitungan persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal
sesuai standar=A + B
A = Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai
standar registrasi obat
B = Persentase Inovasi Pengembangan Obat yang diterbitkan

keputusan pada tahapan pemenuhan fasilitas produksi (K)
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13. Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA
a. Sasaran Reformasi Birokrasi terdiri atas pemerintah yang efektif dan

efisien, pelayanan publik yang baik dan berkualitas, serta pemerintah

yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi.

b. Sasaran RB diwujudkan melalui delapan area perubahan:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

manajemen perubahan;

penataan peraturan perundang-undangan;

penguatan pengawasan;

penataan dan penguatan organisasi ;

penataan tata laksana;

penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM);
penguatan akuntabilitas kinerja; dan

penguatan kualitas pelayanan publik.

c. Evaluasiterhadap pelaksanaan RB K/L dilakukan oleh Kementerian PAN

dan RB dengan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB

Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan RB, terdiri

atas aspek:

1.

2.

Pengungkit (bobot 60%)
1) Pemenuhan (bobot 20%)
2) Hasil antara (bobot 10%)
3) Reform (bobot 30%)
Hasil (bobot 40%)
1). Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan (bobot 10%)
2). Kualitas Pelayanan Publik (bobot 10%)
3). Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN (bobot 10%)
4). Kinerja Organisasi (bobot 10%)

d. Indeks RB berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RB BPOM oleh

Kemenpan RB. Rentang Nilai RB terdiri dari:

1. AA (istimewa) : dengan skor > 90 - 100
2. A (memuaskan) : dengan skor > 80 - 90
3. BB (sangat baik) : dengan skor > 70 - 80

4. B (baik, perlu sedikit perbaikan): dengan skor > 60 - 70
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5. CC (cukup/memadai, perlu banyak perbaikan yang tidak
mendasar), dengan skor > 50 - 60

6. C (kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang
sangat mendasar), dengan skor > 30 - 50

7. D (sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan

yang sangat mendasar) dengan skor > 0 - 30

14. Nilai AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) Deputi

Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

a.

C.

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta
PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja
merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka
mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel,
serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara
lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan
Kinerja, (4) Evaluasi AKIP.

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut :

Perencanaan Kinerja

Pengukuran Kinerja

Pelaporan Kinerja
eria Internal
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d. Nilai AKIP diperoleh dari hasil penilaian oleh Kementerian PAN dan RB

melalui penjumlahan bobot komponen evaluasi. Rentang nilai evaluasi
AKIP terdiri dari:

1) AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100

2) A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat
akuntabel) dengan nilai >80-90

3) BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem
manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80

4) B (Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang
dapat digunakan untuk manajemen Kkinerja, dan perlu sedikit
perbaikan) dengan nilai >60-70

5) CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat
kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi
informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan
tidak mendasar) dengan nilai >50-60

6) C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki
sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor
dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50

7) D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk
penerapan manajemen Kkinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian

perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30

15. Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

a.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang
menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi,
kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan
tugas jabatan.

Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan PermenPAN RB 38/2018
tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat)

dimensi, yaitu:
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1. Dimensi Kualifikasi, digunakan untuk mengukur data/informasi
mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling
tinggi sampai jenjang paling rendah, dengan bobot sebesar 25%.

2. Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi
mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti
oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan,
dengan bobot sebesar 40%.

3. Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/informasi
mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan
perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau
organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan
manfaat yang dicapai serta perilaku PNS, dengan bobot sebesar 30%.

4. Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi
kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima
PNS, dengan bobot sebesar 5%.

d. Pengukuran indeks Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan

RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT Bobot

penilaian dimensi

Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas:

a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan

pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:
a. Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi;

b. Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi;

c. Nilai 71 - 80 berkategori Sedang;

d. Nilai 61 - 70 berkategori Rendah; dan
e. Nilai 0 - 60 berkategori Sangat Rendah.

16. Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat,

NPPZA vang Baik
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Komponen pengelolaan data dan informasi mencakup komponen:
1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC

1) Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data
dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan
sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.

2) Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus
dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data
dan informasi yang harus dimutakhirkan.

2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM mencakup sistem
informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan
bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: email dan
dashboard BCC.

3. Indeks Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan
oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Data diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional,
dimana Indeks Pengelolaan Data dan Informasi merupakan rata-rata
dari ketiga komponen indeks tersebut.

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan
Obat, NPPZA merupakan rata-rata Indeks Pengelolaan Data dan
Informasi dari 5 Direktorat di Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA,

dengan kriteria sebagai berikut:

2,26 -3 : Optimal
1,51-2,25 :Cukup

0,76 - 1,5 : Kurang Optimal
0-0,75 : Sangat Kurang

17. Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja

anggaran BPOM yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan

Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah Indikator yang ditetapkan

untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian
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Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran,

kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap

kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan

ditetapkan dalam DIPA. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran terdiri atas:

1. Revisi DIPA Indikator ini dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA Satker

dalam satu triwulan. Frekuensi revisi DIPA adalah satu kali dalam rentang

triwulanan dan tidak bersifat kumulatif, bobot penilaian 10%.

2 Deviasi Halaman III DIPA Indikator ini dihitung berdasarkan rata-rata
kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana
(RPD) bulanan. Ambang batas rata-rata deviasi bulanan yang
diperkenankan untuk mencapai nilai optimum (100) adalah sebesar 5

persen, bobot penilaian 10%.

Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan bobot merupakan penilaian terhadap
kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang ditetapkan dalam DIPA.

Aspek ini terdiri dari:
1. Penyerapan Anggaran bobot penilaian 20%

Indikator ini dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran
pada setiap triwulan yang dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan
anggaran terhadap target penyerapan keseluruhan anggaran pada DIPA setiap
triwulan. Target penyerapan untuk Belanja Barang adalah sebesar minimal 15
persen pada triwulan I, 50 persen sampai dengan triwulan II, 70 persen sampai
dengan triwulan III, dan 90 persen sampai dengan triwulan IV. Sedangkan target
penyerapan anggaran untuk Belanja Modal adalah sebesar minimal 10 persen pada
triwulan I, 40 persen sampai dengan triwulan II, 70 persen sampai dengan triwulan
III, dan 90 persen sampai dengan triwulan IV. Target penyerapan anggaran ini
dapat berubah sesuai dengan komposisi alokasi anggaran per jenis belanja pada

setiap akhir periode triwulanan berkenaan.
2. Belanja Kontraktual bobot penilaian 10%

Indikator ini dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:
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a. Rata-rata nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data
perjanjian/kontrak terhadap seluruh data perjanjian/kontrak yang didaftarkan

ke KPPN

b. Rata-rata nilai kinerja atas penyelesaian perjanjian/kontrak yang bersumber
dari Belanja Modal pada Tahun Anggaran berjalan terhadap seluruh data

perjanjian/kontrak Belanja Modal yang didaftarkan ke KPPN

c. Rata-rata nilai kinerja atas data perjanjian/kontrak yang proses pengadaan dan
perikatannya telah selesai sebelum Tahun Anggaran berjalan atau DIPA berlaku
efektif terhadap data perjanjian/kontrak yang ditandatangani sampai dengan

triwulan I Tahun Anggaran berjalan dan didaftarkan ke KPPN.
3. Penyelesaian Tagihan bobot penilaian 10%

Indikator ini dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan
dengan mekanisme Surat Perintah Membayar Langsung Kontraktual terhadap

seluruh Surat Perintah Membayar Langsung Kontraktual yang diajukan ke KPPN.

4. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP)
bobot penilaian 10%

Indikator ini dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:

a. Nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban UP Tunai

dan TUP Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai

b. Rata-rata nilai kinerja atas besaran pertanggungjawaban belanja UP Tunai

terhadap seluruh pertanggungjawaban belanja UP Tunai

c. Nilai kinerja atas rasio setoran TUP Tunai atas TUP Tunai dalam satu Tahun

Anggaran
5. Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) bobot penilaian 5%

Indikator ini dihitung berdasarkan rasio jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi
keterlambatan penyampaian SPM melebihi batas waktu penyampaian SPM yang
ditentukan pada akhir Tahun Anggaran terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke
KPPN dan telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada triwulan IV.
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Aspek Hasil Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan
Satker dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan dalam DIPA. Indikator
kinerja pada pengukuran aspek ini adalah Capaian Output dengan bobot 25% yang

dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:

1. Nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data Capaian Output
2. Nilai kinerja atas capaian Rincian Output (RO)

Kategori nilai IKPA adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Kategori nilai IKPA

No Nila IKPA Kategori
1 295 Sangat Baik
2 89 < nilai IKPA <95 Baik
3 70 < nilai IKPA < 89 Cukup
4 <70. Kurang

c. Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran BPOM

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang
dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga. Nilai kinerja anggaran adalah nilai
tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan

Anggaran (IKPA)

Berdasarkan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh
Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan
anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan
dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi,

dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi
Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan
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analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran
sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja

Anggaran.

Untuk Menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L, digunakan

rumus berikut ini:
Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)

- Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA.
- Nilai IKPA diambil dari aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan

Anggaran Negara (OM-SPAN)
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Tabel 2. 5 Kategori Nilai Kinerja Anggaran

Nilai NKA Kategori
1 1>90 Sangat Baik
2 |>80-90 Baik
3 |>60-80 Cukup
4 |>50-60 Kurang
5 <50 Sangat Kurang

18. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat,
NPPZA

a. Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input
yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar
atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih
tinggi dari capaian input.

b. Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan

% capaian input

_ % capaian output

IE =

% capaian input

c. Standar efisiensi (SE) adalah 1
d. Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE)

terhadap standar efisiensi (SE).

(IE —SE)
SE

TE =

Apabila IE > SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila: I[E < SE maka
kegiatan dianggap tidak efisien.
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e. Kriteria:
1) Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1
2) Tidak efisien apabila TE<0 atau TE>1

A. Kriteria Pencapaian Indikator

Pencapaian indikator kinerja dihitung dengan cara membandingkan
antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja.
Indikator Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA adalah indikator
positif (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya), dihitung

menggunakan rumus sebagai berikut:

% Capaian = Realisasi x 100%
Target

Terdapat 5 kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja dengan

memperhatikan perbandingan antara realisasi dan target sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Kriteria Evaluasi Kinerja dengan Memperhatikan Perbandingan

Realisasi dan Target

Kategori Capaian IKU Notifikasi Warna

Tidak Dapat Disimpulkan >120% ‘
Sangat Baik 100<x<120% ‘
Baik =100% ‘
Cukup 70% <x<100% O
Kurang <70% ‘
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A. Kriteria Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)
NPSS merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi
dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu
Peta Strategi. NPSS digunakan untuk menilai kinerja unit/satuan kerja yang

memiliki peta strategi. Formula menghitung NPSS:

NPSS=ZINP/ZP

Ket:

NP : Nilai Perspektif P : Perspektif
Kinerja yang dicapai organisasi diberikan predikat kinerja organisasi sebagai
acuan dalam penetapan sebaran predikat kinerja pegawai. Penetapan predikat
kinerja organisasi berdasarkan pada capaian kinerja organisasi yaitu NPSS dan

mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2. 7 Kriteria NPSS dengan Memperhatikan Perbandingan Realisasi dan

Target
Predikat NPSS Notifikasi Warna
[stimewa >100 ‘
Baik 90 <NPSS <100 ‘
Butuh Perbaikan 70 < NPSS <90 Q
Kurang 50 <NPSS<70 O
Sangat Kurang <50 ‘
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3.1

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Deputi Bidang Pen gawasan Obat, NPPZA Tahun 2023

Capaian kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA tahun 2023 terukur
secara kuantitatif melalui Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) yang
diperoleh pada tahun 2023. Pada hasil pengukuran kinerja masing-masing IKSP
dilakukan analisis dengan membandingkan realisasi tahun 2023 dengan tahun
sebelumnya dan terhadap target akhir periode Renstra 2020-2024. Analisis juga
dilakukan dengan mengidentifikasi faktor pendukung keberhasilan/ kegagalan/
peningkatan/penurunan kinerja serta analisis efiesiensi penggunaan sumber
daya. Penilaian pencapaian sasaran strategis penting dilakukan untuk membantu
organisasi untuk mengidentifikasi efisiensi, efektifitas kegiatan, area keberhasilan
dan mengidentifikasi potensi perbaikan atau penyesuaian dalam strategi demi

mencapai tujuan organisasi.

Penilaian pencapaian sasaran strategis penting dilakukan untuk membantu
organisasi untuk mengidentifikasi area keberhasilan dan mengidentifikasi potensi
perbaikan atau penyesuaian dalam strategi demi mencapai tujuan organisasi.
Gambar di bawah ini menunjukkan peta strategi Deputi Bidang Pengawasan Obat
NPPZA yang memetakan Sasaran Program (SP) yang diturunkan sebagai IKSP
kinerja Sasaran Program (IKSP) yang menggambarkan keseluruhan perjalanan

strategi organisasi dalam mewujudkan visi dan misi.
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PETA STRATEGI BSC LEVEL 1
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF 2020-2024

SP1. T SP2. Meningkatnya kepatuhan pelaku SP3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha
§ m‘:.':.‘:::" usaha dan kesadaran masyarakat terhadap mmump:lhmm
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1. Indeks Pengawasan Obat 2. Indeks kesad: yarakat terhadap 2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja peng obat
S 2. Persentase obat yang memenuhi | mutu obat 3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publi Deputi
\___syanat 3. Indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam label | BidangPeng Obat, Narkotika, Psik Prekursor
\ danikan s N 380 200 AdiKE 7
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2 ( 1. Persentase hasil peng bat yang juti oleh fintas sektor IKSP 6. Persentase inovasi obat
g IKSP4. Indeks kualitas kebijakan 2. Indeks pelayanan publi di Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA pengembangan baru yang
pengawasan Obat 3. Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu dlkawal sesuai standar
4. Tingkat Efedivitas KIE di bidang Obat
| 5. Persentase obat yang aman dan bermuty berdasarkan hasil pengawasan
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Gambar 3. 1 Peta Strategi Level 1 Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA

Penilaian capaian sasaran strategis dilakukan dengan cara membandingkan
realisasi kinerja terhadap target setiap IKSP penyusun pada masing-masing
sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) di tahun
2023. Berikut ini merupakan capaian kinerja ditinjau dari capaian terhadap NPS
Sasaran, NPS Perspektif hingga akhirnya dapat diperoleh NPS Total sebagai hasil
kinerja Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA.

a) Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)
Berikut ini ditampilkan pencapaian kinerja Deputi Bidang Pengawasan
ONPPZA tahun 2023 per NPS Perspektif dan sasaran beserta dengan kategori
capaian sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM No. 311 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

di Lingkungan BPOM.
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Tabel 3. 1 Pencapaian NPS Perspektif Sasaran terhadap Target Perjanjian Kinerja
Tahun 2023

Perspektif

NPS Sasaran

Capaian
IKSP (%)

Kategori

Notifikasi

Warna

Stakeholder

perspective

SP1. Terwujudnya Obat yang

aman dan bermutu

101,19

Sangat Baik

SP2. Meningkatnya kepatuhan
pelaku usaha dan kesadaran
masyarakat terhadap
keamanan dan mutu obat serta
industri

kepatuhan produk

tembakau

103,07

Sangat baik

SP3. Meningkatnya kepuasan
pelaku usaha dan masyarakat
terhadap Kkinerja pengawasan

obat

102,80

Sangat baik

Internal
Process

Perspective

SP4. Meningkatnya kualitas

kebijakan pengawasan Obat

104,33

Sangat baik

SP5. Meningkatnya efektivitas
pengawasan dan pelayanan

publik di bidang obat

103,86

Sangat baik

SP6. Meningkatnya regulatory
assistance dalam

pengembangan obat

100,08

Sangat baik

Learning
and Growth

Perspective

SP7. Terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang optimal di
lingkup
Pengawasan Obat, NPPZA

Deputi Bidang

98,90

Cukup

SP8. Terwujudnya SDM Deputi

Bidang Pengawasan Obat,

NPPZA yang berkinerja optimal

108,48

Sangat baik

SP9. Menguatnya Pengelolaan

Data dan Informasi Obat

108

Sangat baik

SP10. Terkelolanya Keuangan

secara akuntabel Deputi

Bidang Pengawasan Obat,

NPPZA

98,97

Cukup

O

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa dari 10 NPS Sasaran Deputi Bidang

Pengawasan ONPPZA Tahun 2023, terdapat 8 NPS Sasaran memperoleh

62




kriteria SANGAT BAIK (capaian >100%) dan 2 NPS Sasaran memperoleh
kriteria CUKUP (capaian <100%).

b) NPS Perspektif dan NPS Total

NPSS Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA terdiri dari 3 (tiga) perspektif yaitu
(1) stakeholder perspective; (2) internal process perspective; dan (3) learning
and growth perspective.

NPSS Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NPPZA pada tahun 2023 untuk
masing-masing perspektif tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.2 Capaian
NPPS tersebut dapat dilihat pada menu dashboard e-performance pada
aplikasi SIMETRIS pada link https://simetris.pom.go.id/e_performance/.

Learning and

Stakeholder Internal process .
growth perspective

perspective perspective

2 pril

. .
. .

. .
. .

101,19% 102,83% 103,59%

Gambar 3. 2 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Deputi Bidang
Pengawasan ONPPZA Tahun 2023 dari Aplikasi SIMETRIS

Perhitungan NPS Total tersebut menggunakan rumus sebagai Berikut:

NPS Total = (NPS Perspektif 1 + NPS Perspektif 2 + NPS Perspektif 3) / 3
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Tabel 3. 2 Nilai Pencapaian Sasaran Perspektif dan NPS Total Deputi Bidang pengawasan

ONPPZA tahun 2023
Capaian IKSP (%) . . .
Kategori Notifikasi
Perspektif
Capaian 2023| Warna
2020 | 2021 2022 2023
Stakeholder
103,45| 98,65 102,37 101,19 | Sangat baik .
perspective
Internal
Process 109,02| 99,17 99,00 102,83 Sangat baik .
Perspective
Learning
and Growth 80,43 90,73 106,03 103,59 | Sangat baik .
Perspective
NPS Total 97,63 96,18 102,46 102,54 |Istimewa .

Dari hasil pengukuran kinerja sesuai aplikasi SIMETRIS, diperoleh data capaian
nilai kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA atau NPSS) tahun 2023
yaitu sebesar 102,54% dengan predikat Istimewa.

Nilai pencapaian sasaran strategis yang tinggi tersebut menunjukkan bahwa
Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA telah berhasil mencapai tujuan-tujuan

strategis yang telah ditetapkan dengan sangat baik.

Stakeholder

internal Process

Mereghaty Kt e, S 1 St s YESTERER ) U 20 2 Lo A SR, MOy L ek S sk Lt e g | Wiy RS Moan pergave 220 MEPicin STV S anan n elencn Pl f Barg el Meninuta egatry S S pengentingn it
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ams Y mws s

Gambar 3. 3 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Deputi Bidang Pengawasan
ONPPZA tahun 2023 dari Aplikasi SIMETRIS
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Perhitungan NPS Total tersebut menggunakan rumus sebagai Berikut:

NPS Total = (NPS Perspektif 1 + NPS Perspektif 2 + NPS Perspektif 3) / 3

Pada gambar di atas, terlihat nilai capaian sasaran strategis terdiri dari
3 (tiga) perspektif yaitu:

(1) Stakeholder = 101,19%

(2) Internal Process = 102, 83%

(3) Learning and Growth = 103,59%

Pada tahun 2022, Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA
mendapatkan nilai NPSS total sebesar 102,46%. Bila dibandingkan dengan
tahun 2023 (102,54%), terlihat bahwa capaian kinerja Deputi Bidang
Pengawasan ONPPZA tahun ini berhasil mengalami kenaikan jika
dibandingkan dengan tahun 2022. Untuk mencapai NPSS, maka juga
ditentukan IKSP.

Berdasarkan Perjanjian kinerja yang memuat janji kinerja antara
pemimpin unit kerja dengan pejabat yang lebih tinggi yang mencantumkan
sasaran program, IKSP kinerja sasaran program dan target kinerja yang akan
dicapai dalam tahun 2023 Deputi 1 melaksanakan tugas dan fungsinya
dengan sebaik mungkin. Hasil pengukuran kinerja seeara terperinci sesuai
dengan Peta Strategi Balance Scorecard (BSC) terdapat 21 (dua puluh satu)
IKSP Kinerja Kegiatan yang dijabarkan dalam 3 (tiga) perspektif tersebut.
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3.1.1 Perbandingan Realisasi IKSP terhadap Target Tahun 2023

Berikut ini merupakan realisasi IKSP dibandingkan dengan target tahun 2023.

Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi IKSP Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA terhadap Target tahun 2023

No Sasaran Strategis IKSP Tahun 2023 L Kategori Notifikasi
Target | Realisasi (%) Warna
1 Terwujudnya Obat Indeks Pengawasan Obat 93,5 95,03 101,64 Sangat .
aman dan bermutu el
Persentase obat yang 96,5 97,22 100,75 Sangat .
memenuhi syarat R
2 Meningkatnya Indeks kepatuhan 89 82,71 92,93 Cukup O
kepatuhan pelaku (compliance index) pelaku
usaha dan kesadaran | usaha di bidang Obat
masyarakat terhadap | Indeks kesadaran 84 87,12 103,71 Sangat .
keamanan dan mutu masyarakat (awareness Baik
obat serta kepatuhan | index) terhadap Obat yang
industri produk aman dan bermutu
tembakau Indeks kepatuhan industri 49 55,16 112,57 Sangat .
produk tembakau dalam ZE
label dan iklan
3 Meningkatnya Indeks kepuasan pelaku 88 96,3 109,43 Sangat .
kepuasan pelaku usaha terhadap il
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Sasaran Strategis IKSP Tahun 2023 e Kategori Notifikasi
Target | Realisasi (%) Warna
usaha dan pemberian bimbingan
masyarakat dan pembinaan
terhadap kinerja pengawasan obat
pengawasan obat Indeks kepuasan 83 81,19 97,82 Cukup O
masyarakat atas kinerja
pengawasan obat
Indeks kepuasan 89 90,03 101,16 Sangat
masyarakat terhadap Baik
layanan publik Deputi
Bidang Pengawasan
Obat, Narkotika,
Psikotropika, Prekursor
dan Zat Adiktif
Meningkatnya Indeks kualitas 89,9 93,79 104,33 Sangat .
kualitas kebijakan kebijakan pengawasan Baik
pengawasan Obat Obat
Meningkatnya Presentase obat yang 89,5 96,28 107,58 Sangat .
efektivitas aman dan bermutu Baik

pengawasan dan

pelayanan publik di

berdasarkan hasil

pengawasan
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Tahun 2023 Capaian Notifikasi
Sasaran Strategis IKSP Kategori
Target | Realisasi (%) Warna
bidang obat Persentase rekomendasi 80 81,77 102,21 Sangat .
hasil pengawasan obat Baik

yang ditindaklanjuti oleh

lintas sektor

Indeks pelayanan publik 4,44 4,67 105,18 Sangat .
di bidang Obat Baik
Persentase pelayanan 87 92,05 105,80 Sangat .
publik di bidang Obat Baik
yang diselesaikan tepat
waktu
Tingkat efektivitas KIE 94,44 93,07 98,55 Cukup O
di bidang Obat
6 Meningkatnya Persentase inovasi obat 89 89,07 100,08 Sangat .
regulatory yang dikawal sesuai Baik
assistance dalam standar
pengembangan obat
7 Terwujudnya tata Indeks RB Deputi Bidang 89,9 92,18 102,54 Sangat .
kelola pemerintahan | Pengawasan Obat, Baik
di lingkup Deputi Narkotika, Psikotropika,
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Sasaran Strategis IKSP Tahun 2023 funE Kategori Notifilasi
Target | Realisasi (%) Warna
Bidang Pengawasan Prekursor dan Zat
Obat, Narkotika, Adiktif
Psikotropika, Nilai AKIP Deputi Bidang 84,7 80,69 95,27 Cukup O
Prekursor dan Zat Pengawasan Obat,
Adiktif yang optimal Narkotika, Psikotropika,
Prekursor dan Zat
Adiktif
Terwujudnya SDM Indeks Profesionalitas 84,06 91,19 108,48 Sangat .
Deputi Bidang ASN Deputi Bidang Baik
Pengawasan Obat, Pengawasan Obat,
Narkotika, Narkotika, Psikotropika,
Psikotropika, Prekursor dan Zat
Prekursor dan Zat Adiktif
Adiktif yang
berkinerja optimal
Menguatnya Indeks Pengelolaan Data 2,5 2,7 108 Sangat .
Baik

Pengelolaan Data
dan Informasi

Pengawasan Obat

dan Informasi Deputi
Bidang Pengawasan Obat,
Narkotika, Psikotropika,
Prekursor dan Zat Adiktif
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Sasaran Strategis IKSP Tahun 2023 funE Kategori Notifilasi
Target | Realisasi (%) Warna

Terkelolanya Nilai Kinerja Anggaran 93,5 91,58 97,95 Cukup O
Keuangan Deputi Deputi Bidang
Bidang Pengawasan Pengawasan Obat,
Obat, Narkotika, Narkotika, Psikotropika,
Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif
Prekursor dan Zat | Tingkat Efisiensi 100% 100 100 Baik .
Adiktif secara | Penggunaan Anggaran (efisien)
Akuntabel Deputi Bidang

Pengawasan Obat,
Narkotika, Psikotropika,
Prekursor dan Zat Adiktif
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3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

No Sasaran Strategls IKSP Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Target | Realisasi| Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian| Target| Realisasi Capaian
Terwujudnya Obat Indeks Pengawasan 80 85,72 107,15 91 85,64 94,11 92,25 89,16 96,65 93,5 95,03 101,64
aman dan bermutu | Obat
Persentase obat yang 89,1 97,84 109,81 95,50 96,29 100,83 96 98,12 102,21 96,5 97,22 100,75
memenuhi syarat
Meningkatnya Indeks kepatuhan 84,5 79,92 94,58 87 85,87 98,70 88 89,41 101,6 89 82,71 92,93
kepatuhan pelaku (compliance index)
usaha dan pelaku usaha di bidang
kesadaran Obat
masyarakat Indeks kesadaran 76,5 79,08 103,37 80 79,26 99,08 81,5 84,2 103,31 84 87,12 103,71
terhadap masyarakat (awareness
keamanan dan index) terhadap Obat
mutu obat serta yang aman dan
kepatuhan industri | bermutu
produk tembakau Indeks kepatuhan 46 45,13 98,11 47 53,62 114,09 48 54,37 113,27 49 55,16 112,57
industri produk
tembakau dalam label
dan iklan
Meningkatnya Indeks kepuasan 82,5 85,14 103,2 86 86 100 87 93,2 106,7 88 96,3 109,43
kepuasan pelaku pelaku usaha terhadap
usaha dan pemberian bimbingan
masyarakat dan pembinaan
terhadap kinerja pengawasan obat
pengawasan obat Indeks kepuasan 72 75,12 104,33 77 69,38 90,10 80 77,24 97,24 83 81,19 97,82
masyarakat atas
kinerja pengawasan
obat
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Sasaran Strategis

IKSP

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2022

Tahun 2023

Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

Indeks kepuasan
masyarakat terhadap
layanan publik Deputi
Bidang Pengawasan
Obat, Narkotika,
Psikotropika,
Prekursor dan Zat

Adiktif

83,5

85,21

102,05

87

89,11

102,43

88

89,04

101,18

89

90,03

101,16

Meningkatnya
kualitas kebijakan

pengawasan Obat

Indeks kualitas
kebijakan pengawasan

Obat

71

89,46

126

89,6

83,43

93,11

89,7

83,43

93,01

89,9

93,79

104,33

Meningkatnya
efektivitas
pengawasan dan
pelayanan publik
di bidang obat

Presentase obat yang
aman dan bermutu
berdasarkan hasil

pengawasan

87,42

87,5

95,99

109,71

88,5

97,63

110,32

89,5

96,28

107,58

Persentase
rekomendasi hasil
pengawasan obat yang
ditindaklanjuti oleh

lintas sektor

77

74,68

96,99

78

75

96,15

79

76,74

97,14

80

81,77

102,21

Indeks pelayanan

publik di bidang Obat

3,41

3,98

116,72

4,12

4,21

102,18

4,28

4,54

106,07

4,44

4,67

105,18

Persentase pelayanan
publik di bidang Obat
yang diselesaikan tepat

waktu

82

84,71

103,31

85

82,44

96,98

86

86,68

100,8

87

92,05

105,80

Tingkat efektivitas KIE
di bidang Obat

87,3

90,59

103,77

90,77

92,81

102,25

92,59

101,31

94,44

93,07

98,55

Meningkatnya
regulatory

assistance dalam

Persentase inovasi obat
yang dikawal sesuai

standar

60

61,11

101,85

82

86,11

105,01

85

101,31

89

89,07

100,08
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Sasaran Strategis

IKSP

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2022

Tahun 2023

Target | Realisasi| Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian| Target| Realisasi Capaian
pengembangan
obat
7 Terwujudnya tata Indeks RB Deputi 83 79,32 95,57 86,7 86,02 99,22 88,3 92,4 104,64 89,9 92,18 102,54
kelola Bidang Pengawasan
pemerintahan di Obat, Narkotika,
lingkup Deputi Psikotropika,
Bidang Prekursor dan Zat
Pengawasan Obat, Adiktif
Narkotika, Nilai AKIP Deputi 81 77,18 95,28 79,7 78,44 98,42 82,2 79,55 96,78 84,7 80,69 95,27
Psikotropika, Bidang Pengawasan
Prekursor dan Zat Obat, Narkotika,
Adiktif yang Psikotropika,
optimal Prekursor dan Zat
Adiktif
8 Terwujudnya SDM Indeks Profesionalitas 77 83,40 108,31 82,6 87,42 105,84 83,33 86,69 104,03 84,06 91,19 108,48
Deputi Bidang ASN Deputi Bidang
Pengawasan Obat, Pengawasan Obat,
Narkotika, Narkotika,
Psikotropika, Psikotropika,
Prekursor dan Zat Prekursor dan Zat
Adiktif yang Adiktif
berkinerja optimal
9 Menguatnya Indeks Pengelolaan 1,51 0,25 16,56 2 1,25 62,5 2,26 2,7 119,47 2,5 2,7 108
Pengelolaan Data Data dan Informasi
dan Informasi Deputi Bidang
Pengawasan Obat Pengawasan Obat,
Narkotika,
Psikotropika,
Prekursor dan Zat
Adiktif
10 Terkelolanya Nilai Kinerja Anggaran 93,2 95,82 102,81 93,3 93,6 100,32 93,4 94,13 99,85 93,5 91,58 97,95
Keuangan Deputi Deputi Bidang




Sasaran Strategis

IKSP

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2022

Tahun 2023

Akuntabel

Penggunaan Anggaran
Deputi Bidang
Pengawasan Obat,
Narkotika,
Psikotropika,
Prekursor dan Zat

Adiktif

Target | Realisasi| Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian| Target| Realisasi Capaian
Bidang Pengawasan Obat,
Pengawasan Obat, Narkotika,
Narkotika, Psikotropika,
Psikotropika, Prekursor dan Zat
Prekursor dan Zat Adiktif
Adiktif secara Tingkat Efisiensi 100 100 100 100 91,20 91,20 100 100 100 100% 100 100

Keterangan:]atau l dibandingkan dengan realisasi tahun 2022

3.1.3 Perbandingan realisasi kinerja 2020-2023 dengan Target jangka menengah dalam Renstra

Pada subbab ini, akan ditampilkan perbandingan realisasi kinerja sepanjang tahun 2020 hingga 2023 dan dibandingkan dengan

target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA 2020-2024. Pada tabel

Berikut ini dijabarkan masing-masing capaian dan kategori capaiannya mengikuti Pedoman SAKIP yang berlaku di BPOM.

Adapun kategori capaian tersebut dapat memudahkan dalam menganalisa dan mengevaluasi suatu IKSP kinerja apakah dapat

tercapai di akhit periode Renstra atau masih diperlukan upaya keras untuk realisasinya.

Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA memiliki 21 IKSP Kinerja Utama yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Berdasarkan

perbandingan realisasi kinerja sepanjang tahun 2020 hingga 2023 dan dibandingkan dengan target jangka menengah,
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teridentifikasi bahwa sebanyak 6 IKSP dikategorikan akan mencapai target yang telah ditetapkan dan 15 IKSP telah m

target jangka menengah. Berikut ini dijabarkan capaian untuk masing-masing IKSP tersebut.

Tabel 3. 5 Tabel Perbandingan realisasi kinerja sepanjang tahun 2020-2023 dengan target jangka menengah Renstra Deputi Bidang

Pengawasan ONPPZA
Capaian Terhadap TJM Renstra
Realisasi
No Sasaran Program IKSP Kinerja Utama Target Jangka
Menengah (TJM) % Kategori
2020 2021 2022 2023 Renstra
Stakeholder Perspective
1 Terwujudnya Obat 1.Indeks Pengawasan Tercapai/
aman dan bermutu Obat 85,72 85,64 89,16 95,03 94,75 100,3 A Melampaui
2. Persentase Obat yang T )
memenuhi syarat 97,84 96,29 98,12 97,22 97 100,23 ‘ ercapai/
Melampaui
2 Meningkatnya 1. Indeks kepatuhan Akan
kepatuhan pelaku pelaku usaha di bidang 79,92 85,87 89,41 82,71 91 90,89 A tercapai
usaha dan kesadaran obat P
masyarakat terhadap 2. Indeks kesadaran
keamanan dan mutu masyarakat terhadap Tercapai/
obat serta kepatuhan Keamanan dan mutu 79,08 79,26 84,2 87,12 86 101,30 A Melampaui
industri produk obat
tembakau 3. Indeks kepatuhan
industri produk Tercapai/
45,1 2 4 1 110,32 ;
tembakau dalam label 513 53,6 5437 55,16 >0 03 A Melampaui
dan iklan
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Sasaran Program

IKSP Kinerja Utama

Realisasi

Capaian Terhadap TJM Renstra

2020

2021

2022

2023

Meningkatnya
kepuasan pelaku
usaha dan masyarakat
terhadap kinerja
pengawasan obat

1. Indeks kepuasan
pelaku usaha
terhadap pemberian
bimbingan dan
pembinaan
pengawasan obat

85,14

86

93,2

96,3

Target Jangka
Menengah (TJM)
Renstra

89

%

108,20

A

Kategori

Tercapai/
Melampaui

2. Indeks kepuasan
masyarakat atas
kinerja pengawasan
obat

75,12

69,38

77,24

81,19

86

94,41

Akan
tercapai

3. Indeks kepuasan
masyarakat terhadap
pelayanan publik
Deputi Bidang
Pengawasan Obat.
NPPZA

85,21

89,11

89,94

90,03

90

100,03

A

Tercapai/
Melampaui

Internal Process Perspective
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Capaian Terhadap TJM Renstra

Realisasi
Sasaran Program IKSP Kinerja Utama Target Jangka
Menengah (TJM) % Kategori
2020 2021 2022 2023 Renstra
Meningkatnya Indeks kualitas
kualitas kebijakan kebijakan )
pengawasan Obat pengawasan Obat 89 46 8343 8343 9379 90 10421 Tercapai/
’ ’ ’ ’ ’ Melampaui
Meningkatnya 1.Persentase obat
efektivitas yang aman dan Tercapai/
pengawasan dan bermutu berdasarkan 87,42 95,99 97,63 96,28 91 105,80 A Melampaui
pelayanan publik di hasil pengawasan
bidang obat
2. Persentase
rekomendasi hasil Tercapai/
pengawasan obat 74,68 75 76,74 81,77 81 100,95 A Melampaui
yang ditindaklanjuti
oleh lintas sector
3.Indeks pelayanan
publik di Deputi Tercapai/
3,98 4,21 4,53 4,67 4,53 103,09 .
Bidang Pengawasan ’ ’ ’ ’ ’ ’ A Melampaui
Obat. NPPZA
4. Persentase
1 blik di
pfe ayanan publik di Tercapai/
bidang Obat yang 84,71 82,44 86,68 92,05 88 104,60 .
. . Melampaui
diselesaikan tepat
waktu
5. Tingkat efektivitas Tercapai/
KIE di bidang obat 90,59 92,81 96,33 93,07 96,33 103,50 AMelampaui
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Capaian Terhadap TJM Renstra

Realisasi
Sasaran Program IKSP Kinerja Utama Target Jangka
Menengah (TJM) % Kategori
2020 2021 2022 2023 Renstra
Meningkatnya Persentase inovasi 61,11 86,11 86,11 89,07 |92 96,82 Akan
regulatory assistance obat pengembangan tercapai
dalam pengembangan | baru yang dikawal
obat sesuai standar
Learning and Growth Perspective
Terwujudnya tata 1. Indeks RB Deputi .
. . Tercapai/
kelola pemerintahan Bidang Pengawasan 79,32 86,02 92,4 92,18 91,5 100,74 A Mel .
yang optimal di Obat. NPPZA clampaut
lingkup Deputi Bidang | 2. Nilai AKIP Deputi
Pengawasan Obat. Bidang Pengawasan Akan
NPPZA Obat. NPPZA 77,18 78,44 79,55 80,69 87,2 92,53 A tercapai
Terwujudnya SDM Indeks profesionalitas
Deputi Bidang ASN Deputi Bidang Tercapai/
Pengawasan Obat. Pengawasan Obat. 83,40 87,42 86,69 91,19 84,77 107,57 A MelanI: aui
NPPZA yang NPPZA p
berkinerja optimal
Menguatnya Indeks Pengelolaan
Pengelolaan Data dan Data dan Informasi Akan
Informasi Obat Deputi Bidang 0,25 1,25 2,7 2,7 3 90 .
tercapai
Pengawasan Obat.
NPPZA
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Capaian Terhadap TJM Renstra
Realisasi
Sasaran Program IKSP Kinerja Utama Target Jangka
Menengah (TJM) % Kategori
2020 2021 2022 2023 Renstra
10 Terkelolanya 1. Nilai Kinerja
Keuangan secara Anggaran Deputi Akan
. . 95,82 89,22 94,13 91,58 93,6 97,84 .
akuntabel Deputi Bidang Pengawasan tercapai
Bidang Pengawasan Obat. NPPZA
Obat. NPPZA 2. Tingkat Efisiensi
Penggunaan Anggaran .
T
Deputi Bidang 100 100 100 100 100 100 ercapai/
Melampaui
Pengawasan Obat.
NPPZA
Keterangan:
_ . Apabila persentase capaian IKSP kinerja s.d tahun n dibandingkan dengan target jangke
Tercapai/Melampaui P P P ) & & getjans

menengah (akhir periode Renstra) sebesar > 100%

Apabila persentase capaian IKSP kinerja s.d tahun n dibandingkan dengan target jangke

Akan t i
antercapat menengah (akhir periode Renstra) sebesar 70 - <100% (70 <x < 100)
Apabila persentase capaian IKSP kinerja s.d tahun n dibandingkan dengan target jangke

Perl k
eriu updya keras menengah (akhir periode Renstra) sebesar < 70% (x <70%)

A
AN
v
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3.1.4 Perbandingan Capaian kinerja Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA dengan
Satuan Kerja lain Tahun 2023

Berikut ini merupakan tabel perbandingan capaian kinerja Deputi Bidang
Pengawasan ONPPZA dengan Deputi Bidang Pengawasan komoditi lainnya di
lingkungan BPOM. Adapun satuan kerja lain yang digunakan sebagai perbandingan
adalah Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan

Kosmetik (Deputi II) dan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan (Deputi III).

Tabel 3. 6 Perbandingan Capaian kinerja Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA
dengan Deputi Il dan Deputi III dilingkungan BPOM

Capaian (%)

No. IKSP
Deputi I Deputill | Deputi III

PS 1: Stakeholder perspective

SP1

1 Indeks pengawasan obat 101,64 100,77 102,01

Indeks  pengawasan Obat Tradisional,

Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Indeks pengawasan Makanan

2 Persentase obat yang memenuhi syarat 100,75 94,70 100,76

Persentase Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi

Syarat

Persentase makanan yang memenubhi syarat

SP2

3 Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang 92,93 98,53 90,78
obat

80




IKSP

Capaian (%)

Deputi I

Deputi II

Deputi III

Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku
usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen

Kesehatan dan Kosmetik

Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang

Makanan

Indeks kesadaran masyarakat terhadap

keamanan dan mutu obat

Indeks kesadaran masyarakat (awareness
index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen

Kesehatan dan Kosmetik

Indeks kesadaran masyarakat (awareness

index) terhadap Makanan

103,71

102,57

103,04

SP3

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap
pemberian bimbingan dan pembinaan

pengawasan obat

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap
pemberian bimbingan dan pembinaan
pengawasan Obat Tradisional, Suplemen

Kesehatan dan Kosmetik

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap
pemberian bimbingan dan pembinaan

pengawasan Makanan

109,43

104,80

106,51
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Capaian (%)

IKSP
Deputi I Deputill | Deputi III

6 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja 97,82 103,76 100,83

pengawasan obat

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja

pengawasan Obat Tradisional,

Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja

pengawasan Makanan

7 Indeks kepuasan masyarakat terhadap 101,16 105,56 102,86
pelayanan publik Deputi Bidang Pengawasan
Obat, NPPZA

Indeks kepuasan masyarakat terhadap
Layanan Publik Deputi Bidang pengawasan
Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan

Kosmetik

Indeks kepuasan masyarakat terhadap
Layanan Publik Deputi Bidang pengawasan

Pangan olahan

PS 2: Internal Process Perspective

SP4
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IKSP

Capaian (%)

Deputi I

Deputi II

Deputi III

Indeks kemanfaatan kualitas kebijakan

pengawasan Obat

Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat
Tradisional, Suplemen Kesehatan dan

Kosmetik

Indeks Kualitas kebijakan pengawasan

Makanan

104,33

102

110,55

SP5

Persentase rekomendasi hasil pengawasan

obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

Persentase rekomendasi hasil pengawasan
Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan
Kosmetik dan makanan yang ditindaklanjuti

oleh lintas sektor

Persentase rekomendasi hasil pengawasan
Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas

sektor

102,21

102,62

92,05
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Capaian (%)

IKSP
Deputi I Deputill | Deputi III
10 Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang 105,18 104,72 105,23
Pengawasan Obat, NPPZA
Indeks pelayanan publik di bidang Obat
Tradisional, Suplemen Kesehatan dan
Kosmetik
Indeks pelayanan publik di bidang makanan
11 Persentase pelayanan publik di bidang Obat 105,80 102,88 100,42
yang diselesaikan tepat waktu
Persentase pelayanan publik dibidang obat
tradisional, Suplemen Kesehatan dan
Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu
Persentase pelayanan publik dibidang
Makanan yang diselesaikan tepat waktu
12 Tingkat efektivitas KIE di bidang Obat 98,55 102,32 100
Tingkat efektifitas KIE di bidang Obat
Tradisional, Suplemen Kesehatan dan
Kosmetik
Tingkat efektifitas KIE di bidang Makanan
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IKSP

Capaian (%)

Deputi I

Deputi II

Deputi III

SP6

13

Persentase inovasi obat pengembangan baru

yang dikawal sesuai standar

Persentase inovasi obat bahan alam yang

dikawal sesuai standar

Persentase inovasi pangan yang dikawal

sesuai standar

100,08

100,16

100,54

PS 3: Learning & Growth Perspective

SP7

14

Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat,
NPPZA

Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat
Tradisional, Suplemen Kesehatan dan

Kosmetik

Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan
Pangan Olahan

102,54

103,41

100
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IKSP

Capaian (%)

Deputi I

Deputi II

Deputi III

15

Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat,
NPPZA

Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat

Tradisional, Suplemen Kesehatan dan

Kosmetika

Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan

Pangan Olahan

95,27

96,88

99,23

SP8

16

Indeks profesionalitas ASN Deputi Bidang
Pengawasan Obat, NPPZA

Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang
Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen

Kesehatan dan Kosmetik

Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang

Pengawasan Pangan Olahan

108,48

106,55

106,65

17

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi

Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi

Deputi Deputi Bidang Pengawasan Obat

108

120

118
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Capaian (%)

IKSP
Deputi I Deputill | Deputi III
Tradisional, Suplemen Kesehatan dan
Kosmetik
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi
Deputi Deputi Bidang Pengawasan Pangan
Olahan
18 Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang 97,95 100,05 97,12
Pengawasan Obat, NPPZA
Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang
Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan dan Kosmetik
Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang
Pengawasan Pangan Olahan
19 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran 100 100 100
Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran
Deputi Deputi Bidang Pengawasan Obat
Tradisional, Suplemen Kesehatan dan
Kosmetik
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